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REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN 
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 27 /Per/M.KUKM/X/2006 
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. . 

.. TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS�EPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN 

USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR. 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN USAHA 

KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI .(Ui-<MK) DAN LEMBAGA 
KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN 

PADANAN (MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL 
MADAN! TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE) 

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prose_s .perguliran 
program Penyediaan Modal" Awai dan Pad1man kepada 
KUKM melalui PT Permodalan ··Nasiona: 'Madani Techno 
Venture (PT.PNM Techno· Venture), perlu dukungan 
koordinasi yang lebih baik dengan Dinas/Badan yang 
membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Teknis
Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan
Penyediaan Modal Awai dan Padanan (MAP) melalui PT.
Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM
Techno Venture).

Mengingat : 1.' Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian (Lemt;>aran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3502);
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:9 Tahun 1995
tentang Usaha Keci! (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor: 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3611 );

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);

4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 4355);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32
Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor: 46 fahun 1998, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor: 3743);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia;

9. lnstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun
1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/Xll/2001, tanggal 10
Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah RI Nomor : 113.2/Kep/M.KUKM/X/ 2002,
tanggal 25 Oktober 2002 tentang Petunjuk Teknis
Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan
Koperasi (UKMK) dan Lembaga Keuangannya Dengan
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Menetapkan 

Penyediaan Modal Awai dan Padanan (MAP) Melalui PT 
Permodalan Nasional Madani Techno Venture (PT.PNM 
Techno Venture). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
KEPUTUSAN MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA 
KECIL DAN MENENGAH Nomor 113.2/Kep/M.KUK.M/X/2002 
TENTANG 0ETUNJUK TEKNIS PERKUATAN 
PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH DAN 
KOPERASI (UKMK) DAN LEMBAGA �<EUANGANNY A 
DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN 
(MAP) MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MA.DANI 
TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE). 

PASAL I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang 
Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah dan Koperas.i 
(UKMK) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awai dan 
Padanan (MAP) melalui PT. Permodalan Nasional Madani Tedlno Ventuc 
(PT. PNM Techno Venture), sebagai berikut: 

1. Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga Pasal 8 keseluruhanrrya
berbun�sebagai berikut:

" Pasal 8 

Pengembalian dana MAP diatur sebagai berikut : 

a. pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh Koperasi, Us.aha
Kecil dan Menengah Perusahaan Pasangan Usaha (KUKM-PPU)
dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai dengan
jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5 (lima) tahun l<e
Rekening Penampungan MAP atas nama PT. PNM T echno Venture
yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk;

b. pengembalian angsuran pokok dana MAP oleh KUKM-PPU pada
Rekening Penampungan MAP selanjutnya akan dipindahbukukan
pada Rekening Pokok MAP secara periodik dan dapat digulir'i<an
kembali oleh PT. PNM Techno Venture kepada KUKM-CPPU lain
atas persetujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah sesuai mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Teknis
ini;

· c. ·jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dengan PT. PNM Techno Venture adalah 5 (lima) tahun 
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dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi oleh Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sedangkan jangka waktu 
pembiayaan dana MAP kepada KUKM-PPU penerima dana MAP 
melalui PT. PNM Techno Venture maksimal 5 (lima) tahun ." 

2. Menambah ketentuan baru diantara Pasal 8 dan Pasal 9 yang
dijadikan pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8 A 

Perguliran Dana MAP diatur sebagai berikut : 

a. PT. PNM Techno Venture melakukan identifikasi KUKM-CPPU yang
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. atas dasar ldentifikasi tersebut PT.PNM Techno Venture melakukan
seleksi dan penilaian kelayakan KUKM-CPPU berdasarkan prosedur
dan standar kelayakan yang berlaku pada PT.PNM Techno Ventura
untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas/Badan yang
membidangi Koperasi dan UKM di wilayah kerja KUKM-CPPU yang
bersangkutan untuk mendapatkan rekomendasi.

c. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di wilayaf-, kerja
KUKM-CPPU yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi
kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
terutama dalam aspek non-finansial untuk menilai pemenuhan
persyaratan kriteria KUKM-PPU sesuai dengan ketentuan dalam
Petunjuk Teknis;

d. dalam hal Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di
wilayah ke�a KUKM-CPPU yang bersangkutan menolak untuk
memberikan rekomendasi, maka harus disertai dengan alasan yang
jelas dan didukung dengan data yang memadai;

e. PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melampirkan
daftar nominatif dan ringkasan proposal KUKM-CPPU yang telah
dinilai kelayakannya (telah lulus dalam seleksi), jumlah dana yang
dibutuhkan serta dana padanan dari PT.PNM Techno Venture serta
rekomendasi Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM di
wilayah KUKM-CPPU yang bersangkutan;

f. dengan telah terpenuhinya kelengkapan dokumen administrasi
tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, maka PT.PNM
Techno Venture segera menyalurkan dana MAP kepada masing­
masing KUKM-CPPU bersangkutan paling lam bat 1 O (sepuluh) hari
kerja sejak tanggal persetujuan dari Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah."
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3. Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3), sehingga Pasal 9
huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9 

e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan 
sebagai berikut :

1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon
obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan
untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap
sebelum dilakukan evaluasi (due dilligent), evaluasi,
pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan
administrasi investasi;

2. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang
dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap
triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP.

Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada
Rekening bersangkutan;

3. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi yang dipindahbukukan pada rekening Bagi hasil MAP
atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi,
pengendalian, monitoring dan evaluasr yang dibayarkan setiap
triwulan."

PASAL II 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN 
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REPUBLIK INDONESIA
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3. Mengubah ketentuan Pasal 9 huruf e angka 3), sehingga Pasal 9
huruf e keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9 

e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistribusikan
sebagai berikut :

1. 55% (lima puluh lima persen) dari bagi hasil dan atau kupon
obligasi konversi untuk PT.PNM Techno Venture digunakan
untuk biaya penilaian kelayakan atau pemeriksaan lengkap
sebelum dilakukan evaluasi (due dilligent), evaluasi,
pendampingan, monitoring dan pelaporan serta pengelolaan
administrasi investasi;

2. 30% (tiga puluh persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi untuk pemupukan modal dana MAP yang
dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil MAP, dan setiap
triwulan akan dipindahbukukan ke dalam Rekening Pokok MAP.
Terhadap jasa giro yang timbul akan diakumulasikan pada
Rekening bersangkutan;

3. 15% (lima belas persen) dari bagi hasil dan atau kupon obligasi
konversi yang dipindahbukukan pada rekening Bagi hasil MAP
atas nama PT. PNM Techno Venture untuk kegiatan Supervisi,
pengendalian, monitoring dan evaluasi yang dibayarkan setiap
triwulan."

PASAL II 

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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KMMENTER! NEGARA KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 113.2/Kep/M.KUKM/X/2002 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PER.KUATAN PERMODALAN 

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UKMK) DAN 

LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN 

MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) 

MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI 

TECHNO VENTURE (PT. PNM TECHNO VENTURE) 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH REPUBUK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan
dan mengembangkan usaha

Usaha Kecil, Menengah, dan Ko­

perasi perlu dukungan permodalan

dan investasi dengan program

Penyediaan Modal Awai dan

Padanan melalui Lembaga ModcJI

Ventura;
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MENTERI NEGARA KOPERASI 

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: ·i13.2/Kep/M.KUKM/X/2002 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN 

USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI {UKMK) DAN 

LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN 

MODAL AWAL DAN PADANAN {MAP) 

. MELALUI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI 

TECHNO VENTURI: (PT. PNM TECHNO VENTURE) 

MENTER! NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH REPUBUK INDONESIA 

Menimbang a. bahwa dalam rangka ,neningkatkan
dan mengem.bangkan usaha
Usaha Kecil, Menengah, dan Ko­
perasi perlu dukungan permodalan
dan investasi dengan program
Penyediaan Modal Awai dan
Padq[lan melalui Lembc1ga Modal
Ventura:
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Mengingat 

2 

b. bahwa dalam rangka kelancaran

oel3ksanaan program MAP Tahun

2002 sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dipandang perlu menge­

luarkan Kepulusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Petunjuk Teknis

Perkuatan Permodala,-, Usaha

Kecil, Menengah, Koperasi dan

Lembaga Keuangannya dengan

Penyediaan Modal Awai dan

Padanan melalui Lembaga Modal

Ventura;

1. Undang-Undang Perbendaharaan

Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor

448 sebagaimana tel ah. diubah dan

ditambah terakhir dengan Undang­

undang Nomor 9 Tahun 1968

Lembaran Negara Tahun 1968

Nomor 53;

2. Undang-undang Republik Indonesia

Numor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian (Lembaran Negara

RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan

Lembaran Negara Nomor : 350?);

l 

,\,.--

3. Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Usaha Kecil (Lembaran Negara RI

TH. 1995 Nomor 74 Tambahan

Lembaran Negara Nomor: 3611 );

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun

2000 tentang Program Pem­

bangunan Nasional (Propenas)

(Lembaran Negara RI TH. 2000

Nomor 206);

5. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 32 Tahun 1998

tentang Pembi�aan dan Pengem­

bangan Usaha Kecil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25

Tahur, 1999 tentang Kewenangan

Pemerintah Pusat dalam Pengem­

bangan Usaha Kecil;

7. Keputusan Presiden RI Nomor '17

Tahun 2000 tentang Pelaksana,.rn

Anggaran Pendapc1tan Belanjc1

Negara;

3 
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8. Keputusan Presiden R I  Nomor 101

Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Su­

sunan Organisasi dan Tata Kerja

Menteri Negara;

9. lnstruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999

tentang Pemberdayaan Usaha

Menengah;

10. Keputusan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM Norn or 

70/Kep/Meneg/Xll/2001, tanggal 10 

Desember 2001 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kantor Menteri 

Negara Koperasi dan UKM. 

11. Keputusan Menteri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah RI Nomor

81.1/Kep/M.KUKM/Vlll/2002,

tanggal 1 .A.�ustus 2002 tentang

Petunjuk 

Permodalan 

Teknis Perkuatan 

Usaha Kecil, 

Menengah, Koperasi d an L embaga 

Keuang,:mnya nengan Penyediaan 

Modal Awai dan Padanan Melalui 

Lembaga Modal Ve11lura. 

L 

Menetapkan 

C 

MEMUTUSKAN 

PETUNJUi< TEKNIS PERKUATAN 

PERMODALAN USAHA KECIL, ME-

NENGAH DAN KOPERASI (UKMK) 

DAN LEMBAGA KEUANGANNYA 

DENGAN PENYEDIAAN MODAL 

AWAL DAN PADANAN (MAP) ME­

LALUI P T. P ERMODALAN N ASIONAL 

MADANI TECHNO VENTURE (PT. PNM 

TECHNO VENTURE). 

,",.·: 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan 

a. Modal Awai dan Padanan atau disingkat MAP ada!;::ih

dana Pemerinlah cq. Kemenlerian Koperasi dan UKM

untuk disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro,

Lembaga Modal Ventura dan lnkubator.

5 
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b. Modal Awai adalah dana untuk mendukung Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.

c. Modal Padanan adalah dana yang disediakan sebagai

padanan/dampingan dand untuk membiayai Usaha

Mikro dan Kecil yang sedang atau akan mengem­

bangkai7 usahanya.

d. Modal Ventura adalah pembiayaan yc:ing berbentuk

penyertaan modal, pola bagi hasil dan obligasi

konversi kepada KUKM-PPU dalam jangl-:a waktu

tertentu dengan karakteristik: mempunyai tingkat risiko

atas modal yang ditanamkan karena bertindak sebagai

investor, merupakan investasi aktif yaitu jika dipandang

perlu melibatkan diri dalam pengelolaan KUKM-PPU,

investasi bersifat sementara, dan mengharapkan hasil

atas investasi yang ditanamkan.

e. Bank Pelaksana adalah Bank yang bekerjasama

dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaria Kecil dan

Menengah untuk menampung dana MAP yang

diteruskan kepada KUKM-PPU dan rnenampung

pengembalian pokok dana MAP dari KUKM-PPU.

f. PT.· Permodalan Nasional Madani Techiio Venture

(PT. PNM Techno Venture) adalah suatu Afiliasi Badan

Usaha Milik Negara dengan wilayah kerja di seluruh

Indonesia yang mengembangkan pembiayaan kepada

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berbasis

teknologi dengan kompetensi tertentu di sektor

teknologi proses, bio-teknologi dan berorientasi

6 

l 

... 

ekspor serta memiliki nilai tambah tinggi dengan 

pemanfaatan teknologi yang membutuhkan skala 

investasi relatif besar melalui pembiayaan modal 

ventura. 

g. KUKM-CPPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagai Calon Perusahaan Pasangan
Usaha yang mengajukan pembiayaan kepada PT.
PNM Techno Venture, tetapi belum dibiayai oleh PT.
PNM Techno Venture.

h. KUKM-PPU adalah Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagai Perusahaan Pasangan Usaha
yang memenuhi syarat kelayakan dan telah dibiayai
oleh PT. PNM Techno Venture.

1. Perguliran Dana MAP Modal Ventura adalah peng­
alihan dana MAP dari KUKM-PPU yang telah mene­
rima dana MAP melalui PT. PNM Techno Vent1ire
kepada KUKM-PPU I ainnya yang b eium menerima
dana MAP dari PT. PNM Techno Venture.

J. lnvestasi adalah pembiayaan usaha oleh PT. PNM
Techno Venture untuk digunakan sebagai modal
investasi dan atau modal Kerja oleh KUKM-PPU.

k. Divcstasi adalah pengembalian pembiayaan atatJ
penarikan kembali pembiayaan PT. PNM Techno
Venture dari KUKM-PPU, sesuai dengan mekanisme
y,rng cfisepakati antcira PT. PNM Techno Venture

dengan KUKM-PPU. ·""'

7 
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I. Bagi hasil adalah prosentase tertentu dari pendapatan

pada suatu periode tertentu yang telah ditetapkan yang

akan diberikan oleh KUKM-PPU kepada PT. PNM

Techno Venture untuk keperluan pengembangan

modal, penyaluran/pengelolaan, pendampingan,

penagihan, pelatihan, monitoring dan evaluasi serta

pengembangan dana MAP.

m. Obligasi Ko:wersi adalah pembiayaan yang diberikan

oleh PT. PNM Techno Venture berupa obligasi yang

membebankan k epada KUKM-PPU suatu k upon a tau

bunga tertentu, dan dapat dikonversikan dengan

saham perusahaan PPU pada harga dan jatuh tempo

tertentu. M emiliki karakter seperti saham dan obligasi

biasa, tidak ada limit seberapa jauh aspirasi harga dan

mempunyai potensi penurunan harga.

n. Rekening Pokok MAP adalah rekening yang dibuka

atas nama ·PT. PNM Techno Venture pada Bank yang

ditunjuk untuk menampung transfer dana MAP dari

KPKN Jakarta I atas permintaan Bagian Proyek P2LK­

MAP untuk diteruskan kepada KUKM-PPU dan

menampung perigembalian pokok dana MAP.

o. Rekening Bagi Hasil MAP adalah rekening yang

dibuka oleh PT. PNM Techno Venture untuk

menampung bagi hasil dan atau kupon obligasi

konversi yang menjadi bagian dana MAP sebagai

pemupukan modal dana MAP.

p. Rekening P enampungan MAP adalah Rekening yang

dibuka alas nama PT. PNM Techno Venture untuk

8 

l 

menampung pembayaran pokok dan bagi hasil dari 

KUKM-PPU termasuk pembayaran pokok dan bagi 

hasil yang berasal dari dana padanan PT. PNM 

Tech,10 Venture. 

q. P2LK-MAP adalah singkatan dari Perkuatan Permo­

dalan KUKM dan Lembaga Keuangannya dengan

Penyediaan Modal Awai dan Padanan. P2LK-MAP

merupakan Bagian Proyek dari Proyek Pengembangan

Sumberdaya KUKM pada Kementerian Koperasi dan

UKM.

r. Tim P2LK-MAP adalah Tim di tingkal pusat yang

dibenluk berdasarkan Kepulusan Menleri Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang terdiri alas

Tim Pengarah, Nara Sumber dan Tim Teknis secara

ex-officio. Keanggolaan Tim P2LK-MAP lerdiri alas

unsur dari Kementerian Koperasi dan UKM serta unsur

inslansi terkait.

Pasal 2 

Tujuan 

TuJuan program MAP adalah 

a. Melakukan pengembangan Koperasi t lsaha Kecil dan

Menengah (KUKM) terutama yang bernilai tambah

tinggi dengan penyediaan MAP dan pendampingan

manajemen untuk meningkatkan kemampuan mana­

jemen KUKM melalui PT. PNM Techno Venture.

9 
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b. Menstimulasi dan menggalang partisipasi berbagai

pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM

dan lembaga keuangan dengan pola modal ventura.

c. Menstimulasi pengembangan permodalan jangka

panjang bagi KUKM melalui penyediaan dana padanan

investas; (mAtching fund).

Pasal 3 

Sasaran 

Sasaran program MAP adalah 

a. Tersalurnya dana MAP kepada minimal 30 KUKM

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berba�is

teknologi melalui PT. PNM Techno Venture yang

berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

b. Meningkatnya usaha KUKM yang dicirikan oleh

meningkatnya produktivitas, volume usaha, nilai

tambah dan penyerapan tenaga kerja.

c. Meningkatnya permodalan jangka panjang bagi KUKM

melalui �enyediaan dana padanm, investasi (matching

fund).

10 

BAB II 

STATUS DAN BESARNYA DANA MAP 

Pasal 4 

Status Dana 

Status dana MAP adalah : 

a. Dana Kementerian Koperasi dan UKM Bagian Proyek

Perkuatan Permodalan. ..... dan Lembaga Keuangannya

melalui Penyediaan Modal Awai d an P adanan (MAP)

bagi KUKM Tahun Anggaran 2002 dengan Kode

Proyek : 05.5.01 .863173.44.01 .01. untuk disalurkan

kepada KUKM-PPU dengan pola modal ventura

melalui PT. PNM Techno Venture.

b. KUKM-PPU penerima dana MAP berkewajiban

mengembalikan dana tersebut untuk diinvestasikan

kembali kepada KUKM-PPU lain oleh PT. PNM

Techno Venture yang bersangkutan dalam wilayah

kerjanya.

Pasai 5 

Besarnya Dana 

a. Besarnya dana y ang diberikan adalah sebesar

Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) yang harus

disalurkan kepada minimal 30 KUKM-PPU yc1ng

berbasis teknologi.

11 
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b. Pembiayaan dari dana MAP maksimal sebesar Rp

500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) per KUKM­

PPU.

BAB Ill 

LINGKUP KEGIATAN 

Pasal 6 

Persiapan pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi 

a. Penyempurnaan Petunjuk Teknis program P2LK-MAP

yang melalui PT. PNM Techno Venture.

b. Sosialisasi program MAP kepada PT. PNM Techno

Venture.

Pasal7 

Pelaksanaan program P2LK-MAP meliputi 

a. ldentifikasi PT. PNM Techno Venture dar. KUKII/­

CPPU penerima dana MAP yang memcnuhi kriteria

dan kelayakan usaha.

b. Penetapan PT. PNM Techno Venture dan KUKM­

CPPU penerima dana MAP yang memenuhi kriteria

dcln kclcJyclkcln USclhcl.

12 

c. Verifikasi kelengkapan administrnsi KUKM-CPPU

penerima dana MAP.

d. Penyaluran dana MAP kepada PT. PNM Techno

Venture untuk disalurkan kepada KUKM-PPU

terseleksi yang telah memenuhi kriteria kelayakan

usahanya.

e. Perguliran dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM­

CPPU lain melalui PT. PNM Techno Venture.

f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB IV 

PENGEMBALIAN DAN POLA PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Pengembalian dana �J1AP diatur sebagai berikut : 

a. Pengembalian pokok dana MAP oleh KUKM-PPU

dilakukan dengan cara diangsur atau sekaligus sesuai

dengan jadwal divestasi KUKM-PPU, yaitu maksimal 5

(lima) tahun ke Rekening Penampungan MAP atas

nama PT. PNM Techno Venture yang bersangkutan

pada Bank yang ditunjuk .
. \.-· 

b. Pengembalian pokok dana MAP pada Rekening

Penampungan MAP selanjutnya akan dipindah­

bukukan pada Rekening Pokok MAP secara periodik

dan dapat digulirkan i-.embali oleh PT. PNM Techno

Venture kepcJda KUKM-CPPU lain alas persetuju,m

13 
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Kementerian Koperasi dan UKM sesuai mekanisme
yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini.

c. Jangka waktu kerjasama Kementerian Koperasi dan
UKM dengan PT. PNM Techno Venture adalah 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan
evaluasi oleh f<l:!mente,ian Koperasi dan UKM.

d. Jangka waktu pembiayaan dana MAP kepada KUKM­
PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno
Venture maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 9 

Pola pembiayaan dana MAP adalah sebagai berikut :
a. Pembiayaan PT. PNM Techno Venture penerima dana

MAP dengan KUKM-PPU dilakukan dengan pola bagi
hasil dan atau pola obligasi konversi serta dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad
pinjaman dan atau akad obligasi konversi.

b. Pola bagi hasil murni yaitu suatu pola bagi hasil yang
menggunakan prinsip-prinsip :

14 

1 ). Menetapkan prosentase tertPntu yang disepakati
antara KUKM-PPU dengan PT. PNM Techno
Venture dari pendapatan perusahaan yang
dibiayai. 

C. 

., 

2). KUKM-PPU telah me/aksanakc:in pencatatansesuai prinsip Standar Akuntansi Keuangan(SAK) yang benar.
Po/a bagi hasi/ terkelo/a, yaitu pola bagi hasil yangmenggunakan prinsip-prinsip
1 ). KUKM-PPU wajib menyetor bagi hasi/ sementaradengan nilai sesuai kesepakatan bersama yang merupakan tingkat pengemba/ian yang diharap­kan (Internal Rate of Return/lRR) PT. PNMTechno Venture yaitu prosentasc tertentu daritingkat bag; hasil yang dihitung dari saldopembiayaan ( outstanding) setiap bulannya. 2). Perhitungan final baru diadakan setelah tutuphuku dan dilakukan pemeriksaan khusus oleh PT.PNM Techno Venture, sesuai prinsip akuntansiyang benar. 

3). Jika ternyata bagi hasil final lebih kecil darijumlah b agi hasil sementara y ang d isetor, makaPT. PNM Techno Vent 1Jre wajib mengembalikanatau melakukan penurunan prosentase bagi hasi/periode berikutnya.
4 ). Jika tern ya ta bagi hasi/ final /ebih besar darijurr./ah b agi hasil semen Iara yang d i5etor, makoKUKM-PPU wajib menyetor kekurangan tersebutatau me/akukan peningkatan prosentase bagihasil pada periode berikutnya.

15 
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5). Apabila perhitungan bagi hasil final tidak 
dimungkinkan karena tutup buku dan pemerik­
saan khusus tidak dapat dilakukan atau tidak 
terdapat bukti-bukti transaksi yang memadai atau 
terdapat keterlambatan penyiapan laporan yang 
diperlukan dan atau terdapat bukti yang meng­
indikasikan ketidakbenaran, maka bagi hasil 
sementara dinyatakan sebagai bag; hasil final. 

6). Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/ 
pelanggaran pengelolaan dan pengadminis­
trasian pembiayaan sehingga menimbulkan 
kcrugian keuangan, Kementerian Koperasi dan 
UKM tetap mempunyai hak untuk melakukan 
pemeriksaan khusus setiap saat kepada PT. 
PNM Techno Venture. 

7). Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/ 
pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasi­
an pembiayaan sehingga men;mbulkan kerugian 
keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap mem­
punyai hak untuk melakukan pemeriksaan 
khusus setiap �aat kepada KUKM-PPU. 

d. Pola obligasi konversi adalah pinjaman yang meng­
gunakan prinsip-prinsip

16 

1 ). KUKM-PPU wajlb membcJyar kupon (bt.:nga)
secara periodik dengan nilai/prosentase sesuai 
kesepakatan bersama yang didasarkan atas 
saldo pembiay9an (outstanding) pinjaman 
dengan jadwal pembayaran yang telah 
ditetapkan. 

2). Dapat dikonversikan dengan saham KUKM-PPU 
dengan harga/nilai yang ditentukan sesuai 
dengan kesepakatan bersama. 

L 

3). Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/ 
pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasi­
an p embiayaan sehingga menimbulkan kerugian 
keuangan, PT. PNM Techno Venture tetap 
mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan 
khusus setiap saat kepada KUKM-PPU. 

e. Alokasi penerimaan bagi hasil modal ventura didistri­

busikan sebagai berikur:

1 ). 55% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi

konversi untuk PT. PNM Techno Venture 

digunakan untuk biaya p enilaian k elayakan a tau 

pemeriksaan lengkap sebelum dilakukan evclluasi 

(due dilligent), evaluasi, pendampingan, moni­

toring dan pelaporan serta pengelolaan 

administrasi investasi. 

2). 30% dari bagi hasil dan atau kupon obligasi 

konversi untuk pemupukan modal dana MAP 

yang dipindahbukukan pada rekening Bagi Hasil 

MAP, dan setiap triwulan akan dipindahbukukan 

ke dalam Rekening Pokok MAP. Terhadap jasa 

giro yang timbul akan diakumulasikan paria 

Rekening bersangkutan. 

3). Keme,1terian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah menetapkan sebesar 15% dari bagi 

hasil dan atau kupon obligasi konversi untu� 

biaya pengendalian, monitoring dan evaluasi. 

4 ). Prosedur pencairan dan/ a tau pemindahbukuan 

hanya atas permintaan tertulis uan/ 

17 
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atau persetujuan tertulis Kementerian Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah. 

Pasal 10 

Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture dan dari 

KUKM-CPPU diatur sebagai berikut: 

a. Dana padanan dari PT. PNM Techno Venture minimal

sehesar 25% dari total kebutuhan dana.

b. Dana MAP maksimal sebesar 50% dari total ke­

butuhan dana.

c. Dari KUKM-CPPU minimal sebesar 25% dari total

kebutuhan dana.

Pasal 11 

Biaya yang dibebankan kepada KUKM-PPU adalah 

sebagai berikut : 

a. Provisi dan Administrasi, p3d3 saa[ av1al ;nve�tasi, PT.

18 

PNM Techno Venture dapat mengenakan biaya provisi

dan administrasi maksimum sebesar 2% dari plaf ond

pembiayaan kepada KUKM-PPU sebagai penggantian

biaya evaluasi terhadap proposal KUKM-PPU yang

akan dibiayai.

... 

b. Biaya Notaris yang timbul sehubungan dengan

pembiayaan menjadi beban KUKM-PPU.

c. Biaya untuk lebih mengamankan investasi di­

mungkinkan penggunaan asuransi kebakaran dan atau

asuransi jiwa kepada KUKM-PPU dengan nilai

pertanggungan dan premi y ang disepakati oleh

f'T. PNM Techno Venture dan KUKM-PPU.

BABV 

KARAKTERISTIK PT. PNM TECHNO VENTURE 

DAN KRITERIA KUKM-CPPU 

Pasal 12 

Karakteristik PT. PNM Techno Venture adalah sebagai 

berikut 

a. Lembaga Modal Ventura yang merupakan afiliasi

Sadan Usaha Milik Negara, berperan aktif dalam

mengembangkan pembiayaan kepada Koperasi,

Usana Keci! dan Meneng-ah berbasis teknologi dengan

kompetensi tertentu di sektor teknolugi proses, bio­

teknologi dan berorientasi ekspor serta memiliki nilai

tambah tinggi dengan pemanfaatan teknologi.

b. Mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

19 
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c. Memiliki hubungan kerja dengan Lembaga-Lembaga

Pengembang dan atau lnkubator Teknologi sebagai

sumber inovc::;: yang akan difasilitasi.

d. Memiliki hubungan dengan tenaga ahli bidang

teknologi yang dapat membantu evaluasi teknologi

yang akan difasilitasi.

e. Bersedia menyediakan dana padanan sebagai pe­

nyertaan modal atau pembiayaan kepada KUKM-PPU.

f. Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja­

sama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk

Teknis.

Pasal 13 

Kriteria KUKM-CPPU penerima dana MAP adalah sebagai 

berikut 

a. Usahanya layak sesuai dengan

PT. PNM Techno Venture.

hasil penilaian 

b. Mempunyai modal sendiri untuk padanan minimal 25%

dari total kebutuhan dana.

c. Diprioritaskan kepada KUKM- SPPU yang :

20 

1 ). Kegiatan usaha KUKM berbasis teknologi yang

memiliki kompetensi tertentu sehingga dapat 

melakukan inovasi baik berupa produk atau 

proses. 

2). Proses, produk dan atau layanannya potensial 

menjadi contoh dan atau membantu KUKM lain 

dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi 

dan daya saing. 

3). Menumbuh kembangkan KUKM di sektor 

teknologi proses dan bio-teknologi. 

4 ). Mendayagunakan potensi dan sumber daya 

domestik/local resources. 

5) .. KUKM yang mempunyai produk unggulan.

BABVI 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 14 

Tim P2LK-MAP 

(1) Tim· P2LK-MAP terdiri dari Tim Pengarah, Nara

Sumber, Tim T eknis dan Sekretariat.

(2) Tim Pengarah bertugas dan bertanggungjawab :

a. Melakukan koordinasi pengelolaan dan pengen­

dali,rn program MAP dengan instansi/lembaga

terkait.

b. Memberikan arahan dan mengambil keputusan

langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan pro­

gram MAP yang tidak sesuai dengan rencana

maupun ketidak sesuaian dan force majeure.

21 
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(3) Nara S umber b ertugas d an b ertanggungjawab u ntuk
memberikan saran dan masukan dalam rangka
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program MAP.

( 4) Tim Teknis bertugas dan bertanggungjawab dalam :
a. Menjabarkan kebijakan teknis program MAP

melalui LMVD dan PT. PNM Techno Venture.
b. Menyempurnakan petunj�k teknis program MAP.
c. Memfasilitasi pe!aksanaan koordinasi dengan

instansi/lembaga terkait.
d. Memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan pro­

gram P2LK-MAP.
e. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program P2LK-MAP.
f. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan

program P2LK-MAP, untuk disampaikan kepada
Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi
Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi
Usaha.

(5) Sekretariat bertugas dan bertanggungjawab :

22 

a. Mempers;c:pk;:in ke.butuhan 2drriinistras: dalarr.
rangka k elancaran pelaksanaan tugas T im P2LK­
MAP.

b. Melaksanakan kegiatan administrasi dan __ surat­
menyurat dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas Tim P2LK-MAP.

C. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Tim
P2LK-MAP.

Pasal 15 
Bagian Proyek P2LK-MAP

(1) Bagian Proyek P2LK-MAP adalah Bagian Proyek padaProyek Pengembangan Sumberdaya KUKM. (2) Tugas dan tanggungjawab Bagian Proyek P2LK-MAPada/ah: 
a. Meneliti ke/engkapan administrasi yang diajukanPT. PNM Techno Venture sesuai denganketentuan dalam Petunjuk Teknis.
b. Mengajukan surat permintaan pembayaranlangsL1ng (LS) kepada KPKN Jakarta /berdasarkan Keputusan Menteri tentang PT. PNMTechno Venture untuk mentransfer d ana MAP k eRekening PT. PNM Techno Venture pada BankPelaksana yang bekerjasama oleh KementerianKoperasi dan UKM.

c. Meiakukan koordinasi dan supervisi ProgramMAP. 

Pasal 16 
Bank Pelaksana

Tugas dan tanggungjawao Bank Pelaksana adalah:a. Membukukan dana MAP dari Kantor Perbendaharaandan Kas Negara (KPKN Jakarta /) pada Rekening

23 



KEMENKOP-U
KM

-------------------------------------------------

Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture pada 

Bank Pelaksana. 

b. Membayarkan pencairan dana MAP dari Rekening

Pokok MAP atas nama PT. PNM Techno Venture

sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis.

c. Menerima angsuran pokok dan bagi hasil dari KUKM­

PPU penerima dana MAP melalui PT. PNM Techno

Venture sebagaimana yang ditetapk3n dalam petunjuk

teknis ini.

d. Atas perintah Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah melakukan pengalihan dana MAP

dari Rekening Pokok MAP alas nama PT. PNM

Techno Venture kepada Rekening Pokok MAP

Lembaga Modal Ventura lainnya yang terpilih.

Pasal 17 

PT. PNM Techno Venture 

Tugas dan tanggungjawab PT. PNM Techno Venture 

adalah: 

a. Melakukan identifikasi KUKM-CPPU potensial calon

penerima dana MAP dengan mengacu kepada kriteria

KUKM-CPPU daLam Petunjuk Teknis ini.

b. Melakukan seleksi dengan cara mengevaluasi da, 1 due

dilligent baik dari aspek teknis, bisnis, maupun

24 
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finansial secara menyeluruh terhadap proposal 

sebelum diajukan untuk mendapatkan dana MAP. 

c. Membuat permohonan dan memenuhi kelengkapan

administrasi termasuk membuka 3 (tiga) rekening pada

Bank yang ditunjuk sebagai calon penerima dana MAP

sebaga;m;!na o,atur Jalam Petunjuk Teknis ini.

d. Membuat dan menyampaikan daftar nominatif KUKM­

CPPU yang telah terseleksi (lolos seleksi) dan

dilengkapi dengan jumlah pinjaman masing-masing

serta dana padanan yang disediakan baik oleh PT.

PNM Techno Venture maupun oleh KUKM-CPPU.

e. Menyiapkan dokumen-dokumen perjanjian dan melak­

sanakan pengikatan perjanjian pembiayaan serta

pengikatan jaminan (bila ada) sesuai dengan ke­

tentuan dan undang-undang yang berlaku.

f. Menyalurkan dana MAP kepada KUKM-CPPU yang

telah diusulkan dan disetujui serta tersedia dananya

pada rekening atas nama PT. PNM Techno Venture.
,'1.---

g. Menyediakan dan menyalurkan dana padanan untuk

pembiayaan KUKM-CPPU minimal 25% dari kebutuh­

an dana.

h. Menugaskan wali investasi (Representative Investment

Officer) pada KUKM-PPU secara individual atau

kolektif, berdasarkan jumlah dana yang disalurkan.

i. Memberikan jasa konsultasi komersialisasi (advisory)

teknologi kepada KUKM-PPU.

25 
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J. Melakt,kari monitoring dan pendampingan kepada
KUKM-PPU.

k. Melaksanakan administrasi investasi selama program

kerjasama berjalan.

I. Menyusun dan menyampaikan jadwal pencairan dan

rencana bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi

dari masing-masing KUKM-PPU yang akan dibiayai.

m. Menyampaikan Sukti Penerimaan dari KUKM-PPU

setelah dana diterima oleh KUKM-PPU.

n. Melakukan pendampingan usaha KUKM-PPU yang

meliputi antara lain pengembangan usaha, mana­

jemen, aplikasi teknologi dan pemasaran.

o. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan

Program MAP kepada Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah secara bulanan, triwulan

dan tahunan.

BAB VII 

MEKANISME PENYALURAN DANA MAP 

Pasal 18 

Sele�si KUKM-CPPU diatur sebagai berikut: 

a. PT. ?NM Techno Venture melakukan identifikasi

KUKM-CPPU yang sernai dengan kriteria
sebagaimana diatur dalam pasal 13.

26 

b. Alas dasar identifikasi tersebut PT. PNM Techno

Venture melakukan seleksi dan penilaian kelayakan

KUKM-CPPU berdasarkan prosedur dan standar

kelayakan yang berlaku pada PT. PNM Techno

Venture yang bersangkutan.

c. PT. PNM Techno Venture mengajukan usulan kepada

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mencngah

dengan melampirkan daftar nominatif dan ringkasan

proposal KUKM-CPPU yang telah dinilai

kelayakannya, jumlah dana yang dibutuhkan serta

dana padanan dari PT. PNM Techno Venture yang

bersangkutan.

Pasal 19 

(1) Deputi Sidang Pengembangan dan Restrukturisasi

Usaha mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi

KUKM-PPU calon penerima dana MAP yang telah

diseleksi dan dinilai kelayakannya oleh PT. PNM

Techno Venture dan hasilnya dituangkan dalam

bentuk Serita Acara Keputusan Rapat.

(2) Serdasarkan Serita Acara Keputusan Rapat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), alas nama

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah, Deputi Sidang Pengembangan dan

Restrukturisasi Usaha. menerbitkan Surat Keputusan

tentang Penetapan KUKM-PPU calon penerima dana

MAP Tahun Anggaran 2002, setelah mendapat

27 
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persetujuan prinsip dari Menteri Negara Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah. 

(3) Alas dasar Surat Keputusan tentang Penetc1;1;:in
KUKM-PPU calon penerima dana MAP Tahun
Anggaran 2002, K ementerian Koperasi dan U KM cq.
Pimbagpro P2LK-MAP mengajukan Surat Permintaan
Pernbay'aran-Langsung (SPP-LS) kepada KPKN
Jakarta I Jakarta untuk pencairan dana MAP bagi
KUKM-PPU melalui PT. PNM Techno Venture pada
B,mk yang telah ditetapkan.

(4) Atas dasar Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penetapan
KUKM-PPU penerima dana MAP Tahun Anggaran
2002, PT.PNM Techno Venture dapat menyalurkan
dana MAP kepada KUKM-PPU yang telah ditetapkan.

Pasal 20 

Penyaluran dana MAP kepada KUKM-CPPU melalui PT. 
PNM Techno Venture adalah sebagai berikut: 

a. PT. PNM Techno Venture membuka 3 (tiga) rekening
alas namc1 PT. PNl\.1 Tect,r.o \/cntu;e pengelola c..lana
MAP di Kantor Bank yang telah ditetapkan sebagai
berikut:

28 

1 ). Rekening Pokok MAP untuk menampung transfer

dana MAP dari KPKN Jakarta I alas permintaan 

bagian Proyek P2LK-MAP unt'uk diteruskan 

kepada KUKM-CPPU dan menampung pengem­

balian pokok dana MAP, yang mekanisme per-

b. 

2). 

3). 

4 ). 

gulirannya harus mendapat persetujuan tertulis 

dari Kementerian Koperasi dan UKM. 

Rekening Bagi Hasil MAP untuk menampung 

bagi hasil dan atau kupon obligasi konversi yang 

menjadi bagian dana MAP sebagai pemupukan 

modal dana MAP, yang setiap tiga bulan 

dipindahbukukan ke Rekening Pokok MAP. 

Rekening Penampungan MAP untuk menampung 

pembayaran pokok, bagi hasil dan atau kupon 

obligasi konversi dari KUKM-PPU termasuk 

pembayaran pokok, bag1 hasil dan atau kupon 

obligasi konversi yang berasal dari dana padanan 

PT. PNM Techno Venture. 

Alas pembayaran pokok yang menjadi hak dana 

MAP langsung di pindahbukukan ke Rekening 

Pokok MAP, sedangkan bagi hasil dan a tau 

kupon obligasi konversi untuk pemupukan modal 

dana MAP akan dipindahbukukan ke Rekening 

Bagi Hasil MAP dan sisanya didistribusikan 

kepada PT. PNM Techno Venture, dengan 

besaran sesuai dengan ketentuan dalam 

Petunjuk feknis ini 

l<etiga Rekening sebaciaimana dimcJksud pada butir a. 

pasal ini dibuka alas nama PT. PNM Techno Venture 

yang penarikannya dikuasokan ke�ada Oirektur 

Utama/Direktur lnvestasi dw1 Direktur Oµerasional 

ex.officio dan diatur sebagai berikut : 

29 
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1 ). Transfer dana p ada Rekening Pokok M AP yang 
berasal dari KPKN Jakarta I selanjutnya diterus­
kan kepada KUKM-PPU. 

2). Mekanisme pencairan dana pada Rekening 
Pokok MAP sebagaimana dimaksud pada butir 
1 ). selanjutnya diatur sesuai deng:::n keteniua,, 
pasal 21 dalam Petunjuk Teknis ini. 

3). Akumulasi dana pemupukan bagi hasil dan atau 
kupon obligasi konversi pada Rekening Bagi 
Hasil MAP, dipindahbukukan ke Rekening Pokok 
MAP setiap tiga bulan. 

4). Dana Padanan PT. PN_M Techno Venture yang 
diterima kembali dari KUKM-PPU berikut bagi 
hasil dan atau kupon obligasi konversi pada 
Rekening Penampungan MAP, dapat langs,mg 
dicairkan oleh PT. PNM Techno Venture yang 
bersangkutan. 

5). Setelah K PKN Jakarta I m entransfer d ana pada 
Rekening Pokok MAP, PT. PNM Techno Venture 
segera melakukan pengikatan perjanjian 
pembiayaan dengan KUKM-CPPU dan 
selanjutnya menyalurkan dana M/\P selambat­
lambatnya 25 (dua puiuh iima) hari sejak tanggal 
dana MAP berada pada Rekening Pokok MAP 
terse but. 

c. KUKM-CPPU yang telah diseleksi dan ditetapkan
sebagai penerima dana MAP pada saat penyaluran
dana MAP sudah menyzitakan sanggup untuk men-

30 

d. 

dapatkan pendarnpingan manajemen dari PT. PNM 
Techno Venture. 

KUKM-CPPU penerima dana MAP menandatangani 
perjanjian kerjasama dengan PT. PNM Techno 
Venture. 

Pasal 21 

Pengembalian dan perguliran dana MAP adalah sebagai 
berikut: 

a. Pengembalian dan Perguliran Dana MAP dari
KUKM-PPU.

KUKM-PPU penerima dana MAP wajib mengem­
balikan dana MAP kepada PT. PNM T echno V enture
sesuai dengan jadwal y�ng disepakati dengan PT.
PNM Techno Venture dan disetorkan pada Rekening
Penampungan MAP.

b. Perguliran Dana MAP dari KUKM-PPU kepada KUKM­
PPU lain melalui PT. PNM Techno Venture.

Perguliran dana MAP yang bP.rasal dari pengembalian
pokok dana MAP dan Bagi Hasil dan atau kupon
obligasi konversi dari KUKM-PPU yang
dipinc!ahb:::.;1kc1n k e R ekening Pokok MAP, s elanjut­
nya dapat disolurkan kepoda K.LJKM-PPU l;:i:n olch
PT. PNM Techno Venture den9an persetujuan Tim
P2U<-MAP atc1u sesuai dengan mekanisme semula
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tanpa melalui mekanisme usu/an kepada KPKN 

Jakarta I. 

c. Setelah tersalurnya dana MAP atau setiap periode 3

(tiga) bulan sejak awal Perjanjian Kerjasama,

Kementerian Koperasi dan UKM melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan program MAP melalui PT. PNM

Techno Venture.

d. Kementerian Koperasi dan UKM berhak untuk

mengalihkan dana MA.P yang tersisa atau belum

disalurkan kepada Lembaga Modal Ventura lainnya

apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja penyaluran

dana MAP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau

ditemukan indikasi adanya kelalaian atau penyim­

pangan dalam pengelolaan dana MAP.

e. Dalam hal dana MAP dialihkan kepada Lembaga

Modal Ventura lain, terhadap KUKM-PPU yang masih

berjalan, pendampingannya masih menjadi tanggung

jawab PT. PNM Techno Venture sampai dengan

divestasi dan selanjutnya dana hasil divestasi dialihkan

kepada Lembaga Modal Ventura lain yang ditunjuk

oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Pasal 22 

Bimbingan teknis dail pendampingan adalc:.h sebagai 
berikut: 

32 

a. KUKM-CPPU yang t elah dis8leksi d an ditetapkan s �-

bagai penerima dana MAP wajib dan sanggup untuK

mengikuti bimbingan dan pendampingan manaje:nen

dari PT. PNM Techno Venture.

b. Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan dilakukan
sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam PT. PNM
Techno Venture.

BAB VIII 

MON!TORING, EVALUASI DAN PENGENDAL!AN 

Pasal 23 

(1) PT. PNM Techno Venture sebagai pengelola dana
MAP wajib melaporkan perkembangan usaha K UKM­
PPU setiap bulan, triwulan dan tahunan kepada
Kementerian Koperasi dan UKM.

(2) Apabila menurut hasil evaluasi menunjukkan bahwa

kinerja pengelolaan dana MAP tidak memenuhi

standard yang diharapkan, makc:1 Tim P2LK-MAP

berhak mengusulkan untuk mengalihkan dana MAP

terseb:.Jt kep3da Lembaga Modal Ventl.!rc:: 13in.

(3) Atas usu/ dan/atau sebab lainnya Menteri Negara

Koperasi dan UKM berhak meng2!ihkan pengelolaan

dana MAP kepada Lemhaga Modal Ventura lainnya

,..,,.., 

.).) 
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BAB IX 

SANKSI 

Pasal 24 

( 1) Apa bi la dari has ii pengawasan Tim P2LK-MAP a tau

alas temuan pejabai berwenang lainnya ditemukan

indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan

dana MAP, maka hak pengelolaan dana MAP akan

dialihkan dari PT. PNM Techno Venture kepada

Lembaga Modal Ventura lain dan PT. PNM Techno

Venture tidak akan diikuisertakan dalam program MAP

berikutnya.

(2) Apabila diketemukan indikasi penyimpangan/

pelanggaran pengelolaan dan pengadministrasian

pembiayaan sehingga menimbulkan kerugian keuang­

an, PT. PNM Techno Venture tetap mempunyai hak

untuk melakukan pemeriksaan khusus setiap saat

kepada KUKM-PPU.

(3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana

maupun perdata akan dikenaKan tindakan secara

hukum sesuai dengan ketentuan perundang-und0ngan

yang berlaku.

34 
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BAB X 

PtNUTUP 

Pasal 25 

(1) Petunjuk Teknis ini merupakan pedoman sebagai

dasar acuan dalam rangka pelaksanaa0 prograr,,

MAP yang meliputi pengelolaan, penyaluran dan

pemanf aat<'m dana MAP.

(2) Petunjuk teknis ini dipE:,gunakan oleh semua pihak

yang terkait dalam penyelenggaraan Program

Perkuatan Permodalan KUKM dan Lembaga

Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awai dan

Padanan (P2LK-MAP) melalui PT. PNM Techno

Venture sesuai dengan tugas dan fungsinya masing­

masing.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan

diatur kemudian oleh Kementerian Koperasi dan UKM

secara tertulis dengan ketentuan tersendiri yang

men.:µakan b3gian tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

(4) Bia ya yang timbul sebaoai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Bagian Proyck

Perkuatan PerrnocJala·n dan Lernbaga Keuangannya

Melalui Penyediaan Modal Awai d an P adanan (MAP)

35 
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bagi UKMK Tahun Anggaran 2002, dengan Kade 
Proyek : 05.5.01 .863173.44.01 .01. 

(5) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth: 
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas;
4. Kepala KPKN Jakarta I;
5. Pimpro Pengembangan Sumber Daya KUKM;
6. Pimbagpro P2LK-MAP.

• 

Nomor : ........ 
Lamp. : 
PerihJI : P�rmohonan Pcmbii'l_yaan KUKM 

Kepada 
PT. PNM TECH NO VENTURE 

JL. 
di-

······ · · •!
.
• ·· · · ····· ········ · • •

.
•····· · · · · · · · · · ·

Dengan hormat, 

Lamp:: illl 1 

Melalui surat ini, kami bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan untuk 
pengembangan usaha kami. Adapun data yang dapat kami sampaikan adalah sbb.: 

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

I. Nama Perusahaan 
2. Alamat Perusahaan . ...-

3. Bentuk Usaha 
No. telp. 

4. Nama Pemilik/Penanggung Jawab:
5. Alamat rumah 

No. telp. 
6. Akta Pendirian ( CV/PT ) 

B. DATA USAHA

1. Jenis Usaha
2. Lama Usaha

C. PERMOHONAN PEMBIAYAAN

l . Jenis Pembiayaan 

2. TuJt1an Penggunaan

3. Jangka Waktu 

No ............ Tgl. ............ . 
Notaris 

D Bag, hasil murni 
D Bagi hasil terkelola 

lnvestasi Rp. 
ModJI Kerja Rp. 

bulan 

Ditetapkan di J a k a r t a pada 
tanggal 25 Oktober 2002

Menteri Negara,

  ttd.

 Suryadharma Ali

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN 
USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001
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'1. Status Pembiayaan 

5. Cara pengembalian 

D. AGUNAN YANG DISEDIAKAN

CJ Baru 
CJ Ekspans1 (tambahan) 

CJ Periodik ( ..... bln/tahunan) 
CJ Saat jatuh temPo 

- Proyek yang dibiayai 
Agunan lain : Tanah&bangunan/ 
Tanah/Mesin/Kendaraan/Lain2. 

Data tersebut diatas kami buat dengan sebenar·benarnya sesuai kondisi yang ada. 

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini 
diuec;:,k.:::n terima kasih. 

Hormat kami, 

Pemohon 

· · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · 

• 
I ,11,,·1 :, 11n _• 

l'T. l'"\\I I H 11'-!1 \ F'- n 10-: 
.II.. 

di 

I. 

l. 

FOR\IAT 
Hl.,Ch:.-\S.-\, D.-\T,\ CPl'I. r RD C) 

hYTEH \ ,C .\., l'Of-:Oh: Cl'PI. : 

Na111a l',·ru,ahaan 1vh�l:il Vc111ura 
N:i111., Cl'l'L' 
.-\bm:it Cl'PI I 

.lcnis LlsJhJ Cl'l'U 
I ita111a 
s�1111ri11g:J11 

h:EPF.:\IILIK-\\ US,\IIA 

lkntuk llsahJ 
! cgalitas UsJha 
i\ lod:il d:1sar 
:\Indal disc·tor 
Kcpcnuhbn '.;ahJ111 

PcrorJngJn / CV I PT/ Finn:i / KopcrJsi 

I_N;;_T 
0

\:1;;;,; i;�-11;,.-g:ing·s,;11;1,;--;-··_r ··:,�·,,-,-i;;-h :S:;ham (,Y� _i . - ·;lli-;;;-a, ' . .  I
I I I - . - - . ·--·-·•··- ---- ----- --- ---- i

. ··-- ---- --·--- -· -· --
-

·1 

., 

(, 

.I. SL'>!·.,.\"\ .\I.-\'· \.In IE., r 

, .'\'o. I .,.,111;1 l',·11;.:11nl' i 1:,i;1 ( n,_) .l:1h:1lan l't·nclidikan I l111t-gri1.1, 

r- --
I 1· 

-
-·-- ···--t-------J

,'l,..: 
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-l. SE.J.-\IUII l S,\11.-\ 
--- ·••· ------·--- -----

S. OPERASIONAL USAIIA
Pr0<luk 
Omz�1 
P�aing Usaha Sejcnis 
Sarana Usaha ► l'abrik;;. Fasililas L'saha;;. Jumlah Karyawan;;. Sis1im Pcmasaran> Dacrah Pcmasaran
:;. [}Jftar Suppli•cr 

No Nama Supplier -r ,\l:1ma1 Cara l'crnhavaran_iI. J 
r � I - · --· -

. - - -- -. -i 
I - . 

..__ ··------------------------------··· - -- -

I ),1f1;ir I luycr I I J"1rihu1,,r 

f :.r· I ... .. .,,,,, ..
....... / ... ·- ·"'''"'- - .... j-C"" p, ..... ,_, "'". jj

�---���- ·-- ·-,---. ----r---.-----

I 
I 

-
l ls.,h;, I .,111 Y;111g <111111\1\..1 .,le!,\ ·1•1•1

J'T. Pi'si\'I n:c11�0 VE.'ffUK.E PROJ> li"\;SI 

i\lcn:;ctahui 
Dircktur 

( ...................................... ) 

Yang ,\lelaporkan 
Venture Capil�I Officer 

( ........................................ ) 

... ,. ·-'•◄-@, ,,, • wv ....,._ 
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l'T. l':'i :\·I TECll.'sO VE:\TUIU: 
.JI.. 
di 

FORMAT 
RINGKASAN PROP OSAL INVEST ASI 

(RP I) 

PE,'sJEL\S,\.'s FASII.IT,\S Y,\1'sG 01,\JliKA,'s 

l'lafnnd MAP 
l'adanan PT. PNM 
TECH NO VENTURE 
Jangka \Vak1u 
IRR y:111g dihar:1pb11 
Prnvisi 

TUJ :.J,\1's PENGGU,'-,\,\i\ 

Tujua11 

M,xl:d Kc·rja 

• lnv��l�si Ilana/ Rdi11.rncin:; 

Lampiran J 

r·,:_•���=��J;!!!��.'!..'��� i\"il:1i lnves1asi I l·y_rl"ITl1:!.'._t:_mhua1..'!.'!�-,

I .-;�'.,�2�','..,.,11- ------�'---- _. ______ [__----- - I
_. nrr -· ·- --- _ _1 -·- --- - ·-------- L __ -- .

II SY.-\lt•\T - SY..\lt.\T 1-:llliS!IS Y,\V; l>l,\.lllK,\.'s 

• l'nsy�1r:11:111 J:1111111:111 

.11..llb 

,., I , ,las, 

• l't-r1111k· !)1,·cs1:,,, 

• Sy:ir:11 
:\ll,!_!,tlf:111 

'.\)'�11:tl la111 

-
j 

�

Ill DAS,\R PEHTl.\lBA:\G .-\:\ PESG.-\Jl'.-\S PROPOS,\L 

I) 1\spck i\l:i11agc111cn1 

2). :\spck l'c111:isar:i11 

3). 1\spck Tcknis / Prcxluksi 

4 ). /\spck Kcuanga11 

5 ). /\spck Legal 

(,). 

IV KEl'UTUS,\8 PT. PS.\1 TECIISO VESTCKE 

···························!()0!

I' I. l';\.\I ffCll'\ll \ F..'\ rt HE 

l>1rd..t11r l1Pl',t.1,i 
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f'OH,\JlJLIH l'E1\'(;,\.Jli.•\i\ 
l'E1\'C..\fR.\,\' D.-\i\' .. \ :\J,\J> MELALUJ PT. PNM TECJ1 1\() \"EYITRE

Nomnr 
l.ampiran
l'erihal

2n112 

I (saru) bcrkas 
Pengajuan Pem:airan 0:1n:i ,\J,\P 

Ktp:Hla Yr h. 
Tim P21.K-.\IAP 
Kementtrian Koperasi <Ian UK.\J 
Di-

J AK,\ RT,\ 

Dcngan ini kami 
Nama 
Propinsi 
l\lamat 

Akre pcndirian Nomor 
Tanggal 
Nama Notaris 

PT. PNM TECl!NO VENTURE 

Dengan mcmpcrhatikan Kcputusan Mcntcri Nt:gara Kopcrasi dan :.;saha Kccil dan Mt:nengah RJ Nomor : . . ........  ./Kcp/M KUKM/ .... . . .. ./2002 tanggal .. 2002 Tcntang Petunjuk Teknis Perkuatan Pennodalan Usaha Kccil, Mcncngah, Kopcrasi danLcmbaga Keuangannya dcngan Pcnycdiaan Modal Awai dan Padanan Mclalui l'T. PNMTECHNO VENTURE, maka kami mcngajukan pcrmohonan pcncairan Dana Mt\P Tahun l\nggaran 2002, untuk mcmpcrkuat pcngcmbangan Kopcrasi, Usaha Kccil dan :\1cncngah mclah11pcnnodalan ventura di wilayah kami. Dalam pcngelolaan dana Mi\!' dimaksud. kami sang_gupmcntaari kctcntuan sebagaimana yang bcrlaku. 

Scbagai kelengbpan pcrsyar.11an, terlampir bmi s;1111paibn: I. Proposal PT. PNM TEC!INO VENTURI:
2. Ringkasan data KUKM-Cl'PU (RDC) tcrsekksi. J. Ringbsan Proposal lnvcsrasi (R Pl) 111:ising-masing Kl IKl\•1-CPl'l I yan� 1d:1h IL·rsd,·ksi -l D:.frai �:uf f.in:itif Kqpc1·a .. -.i lJ..;:1/>:1 f( cl..'.il dJ11 f\.lL'ncng:1h ( 'alni1 l't:ru'\�1h.1.111 P:is:111�:111 ( : .... 1h:1 ( KUK,\J.('/'/'lJJ. 
5. 

<, 
7 
S. 

Fol\) C"PY Nomor f{ckcrnng Poknk 1\1.-\P. lh·k ll:1!!i I l:i•ql d:iil l{d,,. l\·1urn1H11i_�!.111.\1:\1' meblui l'T. PNM TIT! INO Vl:Nll /JO·: dari 11:ink yang h,·rs:111�k 111:111S 11ra1 l'ermohonan J>rn1hiayaan Kl IK�I.
K wit111s1 Pl'nl'ri111;1J11 f );111:1. 
Hi:ri1:1 .·\car:i i'c'.11..·n111;1:111 I );111;i 

J)i:1111k1;111 pc11�::1111;1n k:11111. ;11;1-; Jh.:rh;111:11111y;1 di111.:;1p�:111 1cr1111;1 k:1..:d 1 

l)ird,lur 1:1a111a/l>ird,111r lnn-,t:l\i Oirl'kl ur I lpa:l\i1111:il 

( ............. ............... ) ( .......... . ............ ..... ) 

f ).Ji LI 

• 
/ ,rmµ1ra11 I, 

BERITA ACARA PENERIMAAN DANA

Nomor: 

Pada hari in, . ............... ...Tanggal 

Tahun [lua R1bu Dua, kam, yang be1tanda tangan di bawah ini 

I. Nama
Jabatan 

TITIK SAWITRI 
Bendaharawan Bag,an Proyek

Keuangannya 
bagi UKMK 

Melalui Per ;ediaan 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

.. (ditSJ r-1--fl �-,d,tu,.,..�n pr(l,-ri 1 

Bulan 

Perkuatan Permodalan clan Lembaga 

Modal Awai dan Padanan (P2LK·MAP) 

II. Nama 
Jabatan 
Alamat 
Jalan 

Dircktur Utama "PT. PNM Techno Venture·

Kclurahan/01:s.i 
Kccamatan
Kabupatcn/Ku1,1 
Propinsi

Telµ. ... Fax. 

Ill. Nama 
)ilbJtall 
Alamat 
lalan 

Pirt•lrJur Opl'r 11-;1onal �PT. PNM Tcchno Venture'" 

Kdural1,111/!)•" .. 1 
v.�:c 1111,1ci11 
K r1luql.lfi°11 '► .il.1
Prnµ111"1 

l,·\;1 

Sclanjutny,l dischut PUtAK K(UUA

h,dlW I PIH·\"- i': i� 1,·, •.· :. '.· 1'1 ·:1-•1· ,,·t 1�·· , .• : I" I •.,·: , .. _If 

kt•p,Hl,1 t'\tt•\►, l"'.I !l'I.", :11,•11'1,1 :1,1111111 f�,-�,•f!IIIIJ 

·; 111 11 11:1,1! !\.1 11•
1\.1111( 

f 11x. 

l�p / •.l ,t; 11·/·l 00/J, ( f 11111h .... :,lv,H :.:up, :·1:
.. p,111.1 (.1!>.lll,J 

]. PIIIAK K!'[)ll,, 1,·l.1h ,,,,.,, .. ,..,, 1 

p,l),lk d,111 i •:; t,\1'. i ·: .�' ·• ,. :, 
: liLI •.,•!ll" .. H '-?(l I(¥){) fl)fl ()()() ( T 1q11h M1ly,H il11fl1,1h) t.1np.1 t11\r.11r,1r.q1 
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3. bahwa PIHAK KEDUA yang beralamat d1 

Kabupaten/Kota . , Prop,ns, 
telah siap melaksanakan kegiatan Program Perkuatan Perrnodalan dan t rmt,.,,;,1 .-,.11,1rnJ,tr•r, 1 .... ,.,.,.,,. Penyediaan Modal Awai dan Padanan Bagi UKMK (P2LK-MAP) . 

4. PJHAK KEDUA sanggup dan mentaati semua ketentuan-ketentuan seba9.1111,,,,,,, c1,,,:,,, ,1.,1.,r, ,.,.,,.,,i,,, 

Teknis program penyediaan MAP TA 2002, serta yang tercantum dalarn Pcri,,np.u, K,·q.,· .. ,, .. ,, .,,,1.,,,, 

P T. PNM Techno Venture dengan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Dem,kian Senta Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebaga,mana mr.st,nya. 

PIHAK PERTAMA 

BEndaharawan Bagpro 

P2LK-MAP 

TITIK SAWITR! 

NIP. 070010837 

Pimbagpro P2LK-MAP 

SYAHJONI R., $.Sos 
NIP.070019766 

PIHAK KEDUA 

Direktur Ut.>ma 

PT. PNM TECHNO VENTURE 
Dircktur Opcr.nt0n.1I 

PT. PNM TECHNO VlNIUJlE 

.!...!_••�·••,._ •••• .!...!-'J..!.!.!.!..!...!.!.!.L!..1J 

MENGETAHUI, 

Tim Tcknis P2LK·MAP 

Kctua 

Ir. Fitriyatun 
NIP: 070020905 

•· 

i 

'•f

Nomor Kwitansi 

Sudah terima dari 

Banyaknya Uang 

Untuk Pembayaran 

[ Hp. 7.000.000.000 .-

• 

Lampiran 7 

/clus, oleh BenclahiJrawan Bagpro PZLK-MAPJ 

KWJTANSI 

Bendaharawan Bagian Proyek Perkuatan Permodalan dan 
Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awai 

dan Padar.an (P2LK-MAP) bagi UKMK .. 

'Tujufi :Mi£var<J(;.;piafi. 

Morlal Padanan bagi Koperasi, Usaha t<ec,J dan Mc�engah melalui PT. PNM Techno Venture, Pt'6pinsi ....................... .sesuai dengan Kepulusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil d,m Menengah RI Nomor ....... ./Kep/M.KUKM/ ....... ./2002 langgal ....... ............... . 2002 Tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awai dan Padanan Melalui PT. PNM TECHNO VENTURE,

............ .... ·•·········· 2002 

Yang Menerima 

Direktur Utama Direktur OperasionalPT. PNM TECHNO VENTURE 

Setuju dibayar 
Pimbagpro P2LK-MAP 

Syahjoni R .. S.Sos 
NIP. 070019766 

PT. PNM TECHNO VENTURE

,\Jatcrai 6000 

Lunas dibayar 
Bcndaharawan Bagpro P2LK-MAP

Melalui KPKN Jakarta I 

Titik Sawitri 
NIP.070010837 
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( Us..,;,,-, K,.-r,I ti,l/1.-..·:·:•,•n,;.1.'11 

AKAD PENGGUNAAN FASIUTASI DANA MAP
ANTARA 

PT. PNM TECH NO VciffURE DENGAN KUKM-PPU 

Nomor : ..... ./. ...... ./. ...... / ....... /2002 

Pada hari ini ...................... tanggal. .............. bu/an 
Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
Jabatan dalam PT. PNM 
TECHNO VENTURE 

Alamat 

t:1llu11 /J11,1 11 1 IH1 

Dalam hal ini bertindak unt�k dan atas nama ?T. PNM 1 LO /NO VI ,'JI l II,!.selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

Nama 
Jabatan 
Alamat 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama d1r1 scnd1r1, �el.-mJulny,1 <1,·.c-11111 PUIAK 
KEDUA 

Kedua belah pirak lelah bersepakat untuk m,'11J.1<!,1,,1r1 p,•rJ.in;· 111 11., 1 "'' 1 ,,.,1., 
penggunaan ras,litasi dara MAP, yang diatur ��ba<J.11 t:,·rikut · 

(••••,,,._...,�.'T,',-,."1 I .. ':, .� ,\,-: �.� ��---, 
., .....,,l,.•. - ·•vtAbn>•._ .. NilitL .. offlj{J'l 

aal Pasal1 
�ASILITAS DANA 

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan modal kcpada PIHAK KEDUA sebesarRp ................. .. ..... (terbilang 

2. Gahwo Pl/ iAK K[D:JA 01\oll ll1elllollfooli-.011 llludol le,s.::bul unluk 11),::,nl.,idyaikegiatan usaha produktif (non - konsumtif) dan mengembalikan modal tersebutkepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasal 2 
BENTUK PEMBIAYAAN 

Bentuk pembiayaan yang diberikan olch PlHAK PLRTAMA kepada PIHAK KEDW\adalah bentuk pembiayaan dengan Pola bagi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setujumenyediakan dan PJHAK KEDUA setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentudari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.Selanjutnya PJHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertcntu kepada dan untukdipergunakan oleh PJHAK KEDUA guna pengembangan usahanya. 

Pasal3 
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA

1. PJHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkanfasilitils dana kepada PIHAK KEDUA senilai Rp ( ..................................................................... rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai "fasilitas dana". 

2. Jumlah fasilitas dana terscbut hanya akansebagai Modal kerja 
oleh P!HAK KEDUA 

3. 

Rp ...................... . Investasi senilai 
Bilamana biaya-biaya diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rencana, makakekurangannya menjadi beban PIHAK KEDUA sendiri atau pihak-pihak laindiluar PIHAK KEDU,\ sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana,maka kelebihannya ilkiln d1gunakan sebaga, modal kerja oleh PJHAK KEDUA
Fasil1tas dana tersebut hanya akan d,cairkan oleh PIHAK PERTAMA setelahsyarat-syarat pcnarikan dana scbagaimana pasa/ 7 perjanjian ini telahtcrpenuhi. 

�- -
� -· •� !: ¥.44Atm•

I, 
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1. 

2. 

3. 

Pasal4 -
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN 

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan scjumlJh f,Nl1t,1·. <1,111.,
tersebut untuk jangka waktu maksimal .... ( ............... ) tahun, terh,tuncJ ·"--')"' 
tanggal perjanjian. 

PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yt111g tL0rl11,1.111q 
dan yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat schubung,1n d,•nq.111 
perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok r,v;ilit,1•, <1.111.1 
dan imbalan jasa bagi hasil. 

Jangka waktu pemo,ayc:!n sebagaimana dimaksud dalam ayJt I p,1:...11 in, h,11,l" 
dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua bcl,1h p,h.1�. 

Pasal 5 

IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAIN 

1. Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka PIHAK !".!:DUA mc111pur1ya, kew.1J1b,111
membayar kepada PIHAK PERTAMA S:!bagai berikut

a. Jmbalan bagi hasil sesuai kesepakatan antara PIHAK P[RTAM/\ d,·nr1.111 
PIHAK KEDUA. yaitu imbalan bagi hasil sctiap bulan scl>e�1r .
( .................... persen) dari laba sebelum bunga dan piljilk (e;irn,nq hdnri·
interest and tax) per bulan menurun berdasark;in sisil ju111/,1h p,·mlJ,.,y.,.11,
Laba usaha sebagaimana dimaksud diatas adalJh laba us,1h,1 y,11l<J <1,p,·11,1,·11
dari pendapatan aktivitas usaha baik sebelum dan sesudJl1 pemlJ,1y.1.1n.

b. Ketentuan imbalan jasa bagi hasil seperti terscbut pada ilyill I lwrur ,, ,_,._,1
ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sckilli den9,1n p,·,·•·t11J11.111
tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. 

2. Laba usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat l pasal ini, cl1µ,:1h1tunq�.,,, "·"'
laporan keuangan PIHAK KEDUA scsuai prinsip - prinsip akunt.111·,1 111<1<11..-... ,
yang berlaku secara umum dan sesuai dcng.:m stilncfJrd y,HHJ <11,11111t p,,.,,
perusahaan modal ventura.

3. Penetapan bcsarnya jumlah 1mbJlan jasa bilg1 l1,1s,1 11wrup.1,.1n 1i.,q,.,,, .t.,,, 1o.,. 
masing-masing piha%, d1mana untuk scti<1p pe11udo: b;igi li,1•,:I .1f,.111 <1,:,·11!<:l.111 
dar, disepakati oleh kedua pihak berdJsark,,11 IJporJn keu,111<1,111 Y·""I .,• •"' 
diserahkan oleh PIHAK KE DUA kepada PIHAK PERT AMA !,Ch,1<),llll\.lfl.l clor11.,• •.t, ! 
dalam pasal 11 perjanjiJri ini.

4. Dalam hal IJporan kcuangiln scbag,11111.111.1 t11111,1,�uo 1!.1l,11n p.1• .. ,1 : : :, · :.,,: : .,:
atau tidak discrat1kan olch PIHAK KEOU/\, �l1111ey.1.1 p,•lf11t11nq,111 11111•.1:.111 ,_,._, 

·1 

-
b;igi hasil tiduk dapat dilakukan atau ditetapkan oleh kedua belah pihak, atauldporan keuangan yang c;serahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA ternyata memuat keterangan - keterangan atau pernyataan-pernyataan yring secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA sebagai dasar perhitungan lmbalan Jasa Bagi Hasil untuk satu atau k:uih periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yangbersangkutan sebesar ....... % ( ............. persen) per tahun dari outstanding pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa laporan keuangan untuk periode bagi r..:;;;H y;ing bersangkutan tetap harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada P!HAK PERTAMA dan/atau mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA. 

5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbal;in jasa kepada PJHAK PERTAMA seperti tersebut dalam ayat 1 pa$al ini setiap bulan selambat-1ambatn}·a pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya dan untuk pertamakal_inya pada bulan pertama sejak pencairi!:. dana µertama k;::li dilakukan demikian seterusnya bt:erturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas danayang diberikan PJHAK PERTAMA kep:1da PIHAK KEDUA 
6. Semua pembayaran Jmbalan Jasa Bagi Hasil yang telah dibayar oleh oleh PIHAKKEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa BagiHasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan keuangan yang telah disetujui oleh PJHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan pada setiap akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA. 

7. Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapatmemberikan lapuran keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari P!HAK PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak setujumenetapkan bagi hasil yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA sebagai bagi hasil final (akhir) untuk periode satu tahun pembiayaandan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalam ayat 4pilsal ini terdapat kelcbihi'n/kekuri!ngan pemhayaran •imbalan _iasa bagi hasil, maka kelebihannya/kekuran.;iannya itu wajib dibayarkan oleh P!HAK PERTAMNPIHAK KEDUA kepada P!HAK KEDUA/PERTAMA selambat-lambJtnya 14 (empat belas) hari setelah pclaksar,..:an perhitungan. 
8. Disamping pcmbayaran scbagaimana dimaksud dalam ayat l di atas, P!HAK KEDUA bcrkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA a. Biaya provisi dan administrasi sebesar .. , ..... % (maksimum sebesar 2%) dariplafond pcmbiayaan sebagai penggantian biaya evaluasi pcoposal yang akan dibiayai. 

b. Biaya notJris sehubungJn dengan pembiayaan diatas Rp .............. . c. Dimungkinkan penggunaan i.Ji,1ya Asuransi dengan nilai pertanggungan yangclisepakati olch PIHAK PERTAMI\ dan PIHAK KEDUA . 

. , 

.,. ...... �··'10I'.'�

0 • . -

IJ --



KEMENKOP-U
KM

t 
·:!''(;9ij.·'>!i,;
� .... ,. ' 

9. Pembayaran lmbalan Bagi Hasil, biaya pendanaan, biaya adm1n1sttrJ�•. ter•,d,utdi atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening P!HAK PERTAMAyang ada pad a Bank .......... Nomor rekening .............. atau paca rcker11n11lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh P!HAK PERTA.'•1A scc.1,,1tertulis kepada P!HAK KEDU.A 

Pasal6 
PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA 

l. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah FasilitJS DJnJ C!Cll<),JIIsempurna dan dengan cara sebagai berikut : 
a. Pengembalian dana dilakukan setiap ....... ( .............. ) bulan sekalr ct.in untuk pertama kalinya dilakukan pada bu Ian .............. sejak pcncairJn dana untukpertama kalinya dilakukan. 
b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiap ........ ( ............... ) bul<1nseperti diuraikan dalam da�ar yang dibuat di bawJh tangan tx:rrn.iter,ucukup, yang ditanda t;ingani oleh kedua belah pihak dan dilckatkan p.id.1minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terp,c;.:ih oen<J,1rlperjanjian ini. 
c. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b. ayat I pas.ii 1111 dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (<;1>rml11t1)pada bu/an berikutnya.

2. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang tcrhutang cl.in y.111,1harus dibayar oleh P!HAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bcro.1.-..irk.111Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlcil i FasihtilS Dana m,1upunpembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, P!HN< KEOUf\<1iwajibkan : 
a. Menyisihkan sebagian dananya atau sinking fund. Pengertian �nk,nq rune!

dalam hal ini adalah pengendapan sebagian ciana usaha dJl,1m r,1nqk,1
pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan w,lklu y,lll<I
ditentukan sejumlah proposional dari cicilan poknk yang disclor ke r,·k,•1111111
atau diwujudkan dalam bentuk dcposito bcrjangkil pada su.itu tw,� y.11i.1
disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. Manakala PltlN< Kl()\),\
didJ/Jm memenuhi kcwJjiban pcmbJyilriln kembali se<Jala c;,..,u.ltu y.11><1
harus dibayar herda<;arkan Perjilnjian ini, tcrmasuk scluruh iltau ,,..-.,1 Jum1.,1.
Fasilitas Dana biJya-biaya dan Jmbaliln Jilsa rncnurut j,,,,']k,1 w,1idu y.11><1
telah ditetapkan, maka dalam ha/ demikian PIHAK PEIHAMA tx•rh,1k ,1.111
dengan ini pula telah diberi kuasil yang tidak dapat d1c,1but kemt1.,1, d.111
merupakan bagian yang tidak dapat terpis.1hkan dcnqJn Pcr1-in11,1n ,,11 11�•11
P!HAK PERTAMA untuk mencairkan depos,to Bcrpngk., l1•r•.,•riut ,1, 11�,
pelunasan jumluil yang lerhulang uleh P!HAK 11:i:DUA keµ.Kl,l •'illAI\
PERTAMA

b. Membuka suatu rekening bcrsanlil (Jo111t account) at,,� n.1m., fllH,\I( >:t f'l 1A
pada suatu bank yang disetujui oleh PIHAK PERTAM,\ qun.1 n-.•n.1mp,11"J

.I 

• 
semua i.,embayara,, yang diperoleh Pl HAK KE DUA alas pelaksanailnperjanjian ini, termasuk namun tiaak terbatas pada semua pembayaran pada PIHAK PERTAMA ma1.pun dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDLJA.. Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayarankembali jumlah yang yang terhutang dan yang harus rlih;iyar berdasarkanPerjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan lmbalan Jasa menurut jangkawaktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA berhak ddn dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh PIHAK KECUA untuk mencairkan dana cidlam rekenif'lg bersama tersebut guna pelunasan jumlah yang terhutang oleh PIHAK KEDUA. 3. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa P!HAK KEDUA tidak akan menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana dari deposito (sinking fund) yang dimaks11d tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA. 

4. PIHAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib d;bayar kembali oleh PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbuktiCJri : 
a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-perubahannyac. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PiHAK PERTAMA 5. P!HAK KEDUA dengan persetujuan tertulis P!HAK PERTAMA dapat membayarlebih dahulu seluruh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jum/ahDana yang terhutang, meskipun jangka waktu yang disebutkan dalam pasal 3ayat 1 perjanjian ini belum berakhir, dengan ketentuan a. Pembayaran lebih dahulu atas Jum/ah Fasilitas Dana hanya dapat dilakukansetelah 1 (satu) tahun berlangsungnya Perjanjian ini. b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali lebihdahulu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pembayaranlebih dahulu dilakukan secara tertulis. c. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dahulusepenuhnya ditanggung dan harus dibayar oleh PIHAK KEDUA 6. Pembayaran kembali jumlah Fasilitas ()ana wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada Eank .. ....... nomor rekening ............. a tau pada suatu rekening lainnya yang se,vaktu-waktu akandiberitahukan olch PIHAK PERTAMA seca0 tertulis kcpada P!HA.I( KEDUA.

Pasal7 
SYARAT- SYARAT PENARIKAN DANA 

f'IHAK f'tR rAMA hanya bcrkewaJ1ban untuk mcnye<.Jiakan dan memberikanr.isilit.:!!; dilnil yJng dimJksud bilJmilnil PIHi\!< KEDUI\ tclJh mcrncnuhi scluruh persyaratan yang ditctapkan dalam Perjanjian ini, tcrm.:1s11k nJmun tic!ak tcrbataspada: 

,, 
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1. Seti3p kali PIHAK KEDUA akan menarilr suatu jumlah dana 0ari fasilitos do11,1
yang disediakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KEDUA mcnyilmpa1k,1n
kepad<1 PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada olomat yilng 
ditentukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya S (lima) 
hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud. 

2. PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin pcrsctujuan­
persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan termasuk
a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disertai laporan hasil penjualan

bulan sebelumnya dan laporan hasil produksi. 
b. Persetujuan tertulis dari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHJ\K 

PERTAMA berdasarkan perjanjian ini. 
c. Dokumen-dokumen jaminan yang telah ditandatangani sccara s.1h 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini. 
d. Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, berikut dengan scgenap

perubahannya.
e. Surat-surat bukti pemilikan aktiva tetap. 
f. lzin-izin yang dimiliki Pil IAK KEDUA (lzin usaha, HO, Tanda flaft.ir

Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat Jzin Tempat Usaha dan lain-lain)
g. Laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per ..... 
h. Bukti pembukaan joint account. 
i. Posisi, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDLA per ......... . 
j. Bukti pembukaan joint account. 

3. PIHAK PERTAMA telah menerima hasil yang me111uaskan menurut 
pertimbangan PIHAK PERTAMA atas pemeriksaan atas PIHAK KEDUA y.-inq c:1 

lakukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang bcrlaku p.-1<1.1

PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, ja�jl, pcrnyata.m­

pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan dal,1111 

Perjanjian ini. 
5. PIHAK PERTAMA telah memperoleh jaminan yang cukup mcnurut 

pertimbangan PIHAK PERTAMA sendri.
6. T1dak terdapat hal-hal atau kejadi,m-kejadian yang mcnurut pcrtimb.1nc1,111 

P!HAK PERTAMA dapat mempunyai penqaruh buruk atau meruq1k,m

terhada·p fasilitas dana y,rng akan diberik,in olch PIHJ\K PER rAMA kep,1<1.1

PIHAK KEDLI-\.
7. Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur f-'!HAK KEDUA

1. 

Pasal8 

SISTEM PEMBUKUAN 

PIHAK KEDUA harus mcngadakan suatu sistem pcmbukuan, b.11k untuk 

general accounting maupun cost accounting, sehingg,i mcmungk.inwn 

adanya internal control yang baik, mcmudahkan pck1ks.1n.1Jn audit ct.in

merupakan alat yang baik bagi management untuk pcncpwas.,n m ... ,pun

untuk perencanaan. 

.l 
'I 

• 

2. Sedikitnya pada setiap akhir tahun buku harus dibuat neraca danperhitungan laba/rugi, beriku: laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan cleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAM.A. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku berjalan. 3. Seluruh aktivitas keuangan harus melalui rekening seperti yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas. 

Pasal9 
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

1. Selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA atau penerima!:uasanya yang ditunjul: secara sah dan dengan ini telah diben kuasa olehPIHAK KEDUA UNTUK mengadakan pengawasan, pembinaan danpendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap P!HAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan, manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta resiko lain yang disepakati kedua belah pihak. 2. PIHAK PERT AMA berhak. dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk menempatkan seoran9 atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, khususnya karyawan yang akan menempati bagian keuangan {finance) atau bidang-bidang lainnyayang disetujui oleh kedua belah pihak.3. Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, rnaka tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen) perusahaan P!HAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai suatu jangka waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTA'1A. Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan pengelolaan Llsaha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat secara tertulis. . ..... , 
4. PIHAJI'. KEDUA wajib memberi fasilitas sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMP,atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pclaksanaanpemeriksaan sebagaimana termaksud dalam ayat I, 2 d;in 3 p�'.:JI ini, termusuk pemberiun inf8rmasi-informa:;; yang benar, baik mengenai PIHAKKEDUA sencfiri maupun para krediturnya (jika ada).

PasallO 

PEMERIKSAAN 

I. PIHAK PERTAMA atau penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah berhakclan dengiln ini telah cJiberi kuasil olch PIHAK KEDUA untuk mcngadilkanpcmcriks..1iln (bilamana diilnggap pcrlu olch PIHAK PERTAMA) terhadap

X 

-
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PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tiJak terbatas pada seg1 kcuang,111,

manajemen, perizinan, pengelolaan, sumber daya manusia, proyek-,1 •,ert.i 

resiko lain yang disepakati kedua belah pihak. 

2. PIHAK KEDUA wajib membantu sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA .it,111 

penerima kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pe1aksanaan pcmcrik•.·1.in 

sebagaimana dimaksud dalam ayat l pasal ini, termasuk pcmhcri,111

inrormasi-inrorrnasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA scnd1ri maupun 

para krediturnya Uika ada). 

3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengi'n pemerik!:��'.1 tcrsebut ak;in 

ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11 

P ELAPOR AN 

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan keuangan aliran kas (cash flow)

dan laporan produksi/penjualan kepada PIHAK PERTAMA.

2. Laporan-laporan tersebut dalam ayat i pasal ini akan dijadik.ln scbagai da�ir

perhitungan imbalan bagi hasil seperti tercilntum dalam pasal 5 Jyat I di 

atas.
3. f-'elaporan seperti tersebut pada ayat l pasal ini wajib discrahkJn kep.-Hl,1

PIHAK PERTAMA secara berkala sedikitnya setiap I (satu) bulan •,ek.ili,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalendpr sejak berakhirnyJ bulJn beq.il,111

(kecuali dipilndang perlu dapat dilaporkan kurang dari wJktu terscbut). 

Pasal 12 

JAMI NAN 

1. Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah y;ing tcrhutang clan y,111q 

harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, tcrm.:isuk n,irrnm 

tidak terbatas pada pembayaran kembali Jumlah FasilitJS Dana olch Pit 1 -'IK

PERTAMA, PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunJkJn pacla w.iktuny,1 

memberi jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa 

a. 

b ..... 

2. SPl,,m;i 1angka waktu pembiayilan PIHAK rtRTAMA tJerl,1rHJ',lllHI f'IJ 1,\K 

KEDUA diwJjibk,Hl menutu, ,1surJn'>i jlW.l ,1!.1·. 

nama .............................. dengan nila1 pcrtarHJ<JIHl().ln •,dw·.11 

Rp ....................... . 

3. Apabila pertJnggungan itu telah ddJksJnJk.in atas nama f>IIIN< Kl l>ll,\_ 

PIHAK PERT.�.�1A dkuasakiln untuk mcngajuk,111 perubah.in ,11,1� poli•, ,1·.111.1n•J

yang berkcnJJn termasuk juga memperpan1anq berlakuny,1 ,1l,Vi h.-t1,rn 

PIHAK KEDUA, agar supaya PIHAK PERTA/'1A r1cmpunya1 h.ik men,1q1h (I.ill 

rnenerirna uang pertanggungan. 

I/ 

� 

Pasal 13 

KESANGGUPAN 

I. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk melaksanakan 
penatausahaan semua administrasi dan renyediaan tenaga star yang 
diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA, 
termasuk tenaga pembukuan yang cakap.

2. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang 
terhutang dan yang timbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama 
berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua 
biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatat.::;.-::haan 
administrasi dan penvediaan star dalam rangka pengembangan perusahaan 
PJHAK KEDUA 

3. PIHAK . KEDUA sanggup dJn bertanggung jawab sepenuhnya untuk 
mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbli 
berczsarkan Perjanjian inr, terrnasuk namun tidak terbatas pada
pengembalian Jumlah Fasilitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang
terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAK PERTAMA
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

4. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus 
perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna 
terselenggaranya usalia dengan baik. 

5. PJHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan
melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang
berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian rasilitas dana, baik yang
saat ini telah ada rnaupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh
ketentuan-ketentuan,• syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14 

PERNYATAAN-PERNYATAAN 

I. PJHAK KEDUA dengan ini mcnyatakan dan menjarnin PIHAK PERTAMA 
tent,mg kebcnJran-kcbcnJrJn hJl·hJI sebJgJi berikut :
J. Bahwa dengan dibuiltnyil Perjanjian ini dan perjanJian lainnya yang

dibuat sehubungJn dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan
mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan
apapun juga baik dari ahli waris persero, para penerima haknya rnaupun
dari pihak lain.

b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktir maupun pesero komanditernya atau 
pihak yang mewakilinya berhak sepenuhnya untuk membuat dan 
menandatangani Perjanjian ini. 

c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan
atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara 

JI) 

•
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tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidilk tcrb,1:.1·,

pada para kreditur PIHAK KEDUA 

d. Bahwa keadaan keuangan dan jalannya usaha PIHAK KEDU/1 tcl.1h

digc:1mbarkan secara nyata dan tidak menyesatkan scb,l<Jil1m,,r1,1

tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepacfa Pll i • �

PERTAMA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan d.il,un

laporan keuangan ters:::but yang bisa mempengaruhi pemeriks.1an yanq

nantinya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungar. dcng,111

pemberian fasilitas dana tersebut.
e. Ba�,·,;a Perj3njian ini tidak akan bertentangan dengan kctcntu;rn

ketentuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah d1h11,1t olPh

PIHAK KEDUA rengan pihak lain.

r. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDU/1 t1cl,1k

mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun keµada p1h,1k lain,

kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu v:••h

PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebe:;;m pcnandat.ang,11w1

Perjanjian ini.
g. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak ak.1n

membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pcrny,1t,1an ·

pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain y,rn<J

sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kckava;in cl,in

keadaan keuangan PIHAK KEDUA dan keberadaan Perjanjian mi.

2. Bilamana terdapat hal-hal atau jaminan-jaminan atau ketcrangan-kcter.in<J-ln

serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan olch PIH/\� �, DtJ/1

dalam Perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntutan cl,1r1 p1h.1k

manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatanganl dan dilaks.1nak,mny.1

perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk

a. Melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari gugatan/tunlut.111

tersebut
b. Akan menanggung sendiri gugatan/tuntutan terscuut.

C. Atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA membayilr kcp.1d,l Pit 1/\K

PERTAMA segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERT/\M/1 •,d1.1CJ,11

akibat adanya gugatan/tuntutan terscbut.

Fasal 15 

PEMBATASAN - PEMBATASAN 

Para pesero aktif dan komanditer PIHAK KEDUA tidak bcrh,lk n1t•l,1k11k,lll II.ti II.ti

berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan cfJn sc1Lin dcng,u1 pcr•d11J11,111 t,,dut.·. d.tn

PIHAK PERTAMA yaitu
a. Melakukan likuidasi atau pembubariln atau t111cl,1kan-t1nd,1ko1n y,tnq 111o· 

pada kepailitan.
b. McndapJtkan rasilitJs pcmbiayJ,1n dalam bcntuk aµaµun JJ11 :.11.1t11 :,·;i,: ... ,.,

atau institusi apapun yang mcnimbulkan kcwaJihan d,1n .it,111 1n,·111-• lil..Ht

dijaminkannya sebagian a tau scmua hilftil kckaya.in Pll 1/\K Kl:Dt •'·

11 

1· 

C. 

-

Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang 
menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada 
PIHAK PERTAMA. 

d. Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain
mempertanggungkan harta kekayaannya pihak ketiga.

e. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (inte'r'lm) maupun final.
r. Mengubah anggaran dasar, susunan pesero dan pengurus.

Pasal 16 

KELALAIAN 

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang ditetapkan dalam 
Perjanjian i11i seluruh atau sisa Jumlah Fasilitas Dana yang terhutang oleh PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih oleh PIHAK PERTAMA dan karenanya 
PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan 
sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana seoagaimana 
ditetapk3n dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila 
1. PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya

menurut ketentuan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen­

dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau
penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata
tidak mempunyai kebenaran dalam arti materil.

3. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin mengajukan ketetapan atau 
memperoleh ketetapan sebagJi dinyatakan dalam keadan pailit, atau ditaruh di 
bawah pengampunan • onder curatele gesteldH atau memperoleh penundaan
pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara rnaupun pasti (tetap) •
surseance van betaling", atau karena alasan apapun juga tidak layi berhak 
mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

4. Surat Izin atau lisensi atau perseti:;uan yang dikeluarkan/diberikan oleh
instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau 
Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi 
menjalankan usahanya SP.Carz Sc>h 

5. Harta benda PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau Penjamin disita b;:iik 
sebahagi;:in rmupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun j;;ga.

6. PiHAK KEDUA mengadakan pengubahan anggaran dasar, susunan pengurus
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA

7. PIHAK KEDUA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat
dari Perjanjian i11i.
Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat. lainnya yang 
serupa Jengan itu, demikian pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh
berdasarkan kelentuan dJlam pasal 1266-1267 Kitab UncJang-UncJang Hukum
Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga
keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah

12 
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diperlukan lilgi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam ayat diatas. 

Pasal 17 

HAK UNTU K MENINJAU KEMBAU 

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjilnjian-pcrjan11an 
lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat menguran91 
hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau mcnank 
kembali atau membatalkan jumlah Fasilitas Dana yang .,;....,r. .1tau tclah 
diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahan dalam 
jumlah dana dari PIHAK PERTA.MA yang disediakan untuk mana perjanJian 
pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hari terdapat kejad,an­
kejadian yang mcr1:.m1t pertimbang;in PIHAK PERTAMA akan ctapat 
membahayakan Jumlah Fasilitas Oana tersebut 

P asal 18 
K ETENTU AN LAIN 

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan 
diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarilh untuk
mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan has,lnya
akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari PcrjanJi.ln
ini.

2. Apabila satu atau lebill ketentuan yang dimuat daiam Perjanjian ini tid.1k
berlaku, tidak sah atau tidail. dapat dilaksanakan dalam hat ap.1pun 
be.rdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan. 

3. Setiap surat dan/atau pemberitahuannya yang berhubungan dengan
Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dlklrimkan kepda pih,1k t.1in 
melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan S<.'G1ra 
langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatk.:in t.1nd,1 
penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, kccuali p1h,1k 
tersebut memberikan alamat lainrya dengan pemberitahu,in tcrtulis terleb1h
dahulu selambat-lJmbatnya ......... ( ..................... ) hari kalender sebdurnny.1. 

a. PT. PNM TEOiNO VENTURE
Alamat

o. 

Telepon
Fax

Alamat : Jin. 
Telepon 
Facsimile 

IJ 

-
P asal 19 

DOM ISILI 

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para Dihak 
sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di 
Kantor Kepaniteraa11 Pengadilan Negeri .................. di 

Demikian akte ini dibuat dan ditandatangani, oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal seperti disebut diawal akte ini dengc:111 
notaris ....................................... sebagai saksi.

PIHAK PERTAM A 

PT. PN M TECH NO 
VENTURE 

PIHAK KEDUA 

SAKSI 

,'\,-"\ 

{ .............. � ................... ) 
Notaris 

l•I 

... ······ ... ) 

• 

� 
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AKAD PENGGUNAAN FASIUTAS DANA MAP

ANTARA 

La11••?1.-an SIJ 
( untuk Koperas,) 

PT. PNM TECHNO VENTURE DENGAN KUKM-PPU

Nomor : ...... / ....... ,/ ...... ,/ ...... ,/2002 

Pada hari ini ...................... tanggal... ............ bulan tilhun Dua Ribu 
Dua, kami yang bertandan tangan dibawah ini . 

Nama 
Jabatan dalam f'T. PNM 

PT. PNM TECHNO VENTURE 
Alamat 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PNM TECHNO VENTURE,
selanjutnya d:sebut PIHAK PERTAMA

Nama 
Jabatan 
Alamat 

Nama 
Jabatan 
Al;:imat 

Ketua Koper�si 

Bendahara Kopcrasi 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperas, 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengad,1kan perj,inJi,1r1 d.11,1111 
penggunaan fasilitas dana MAP, yang diatur sebilgai berikut 

r,HllJO,l 

-

P asal 1 
FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan modal kepada PIHAK KEDUA sebesarRp ......................... (terbilang 

2. Bahwa PIHAK KEDUA akan memanfaatkan modal tersebut untuk membiayaikegiatan usaha produktif (non - konsumtif) dan mengembalikan modal tersebut kepada P!HAK PERTAMA sesuai dcngan j3dwal yang disepakati.

Pasal2 
BENTUK PEMBIAYAAN

Bentuk pembiayaan yang diberikan oleh P!HAK PERTAMA kepada PJHAK KEDLV\ adalah bentuk pembiayaan dengan pola bc!gi hasil, dimana PIHAK PERTAMA setujumenyediakan dan PIHAK KEDLV\ setuju menerima sejumlah fasilitas dana tertentudari PIHAK PERTAMA dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.Selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan fasilitas dana tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA guna pengembangan usahanya.

PasalJ 
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS DANA

1. PIHAK PERTAMA berjanji menyediakan dan pada waktunya menyerahkanfasilitas dana kepada PIHAK KEDUA senilai Rp ( ..................................................................... rupiah) untuk selanjutnya disebut sebagai "fasilitas dana".

2. Jumlah fasilitas dana tersebut hanya aKan o,gunakan oleh PIHAK KEDLV\

3. 

sebagai Modal kerja ( ............................................................ J oan r nvestc1si senilai Pp ....................... ( ................................................ ) Bilamana biaya-biaya diatas lebih tinggi dibandingkan dengan rencana, mak;ikekurangannya menjadi beban PIHAK KEDUA '.;Cndiri atau pihak-pihak lai11dilu-"r t->IHAK KEDUA, sedangkan bila biaya-biaya tersebut dibawah rencana,maka kelebihannya akan digunakan sebagai modal kerja oleh PIHAK KEDUA
Fasilitas dana tersebut hanya akan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA setelahsyarat-syarat penarik.:in dana sebagaimana pasal 7 perjanjian ini telahterpenuhi. 

2 
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♦ 

• 
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2. 

3. 

Pasa14 

JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyed:3kan sejumlah rasilitas danJ

tersebut untuk jangka waktu maksimal .... ( ............... ) tahun, terhitung :,,cJilk

tanggal perjanjian. 

PIHAK KEDUA wajib untuk membayar seluruh kewajibannya yang terhutang

dan yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat sehubungan dcngan

perjanjian ini, termasuk atas semua kewajiban pembayaran pokok fasilitas danJ

dan imbalan jasa bagi hasil.

Jangka waktu pembiayaan sebagJimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanyil

dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. 

PasalS 

IMBALAN BAGI HASIL DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. · Atas fasilitas pembiayaan tersebut, maka PIHAK KEDUA mempunyai kcwa)lban

membayar kepada PlHAK PERTAMA �bagai berikut: 

a. lmbalan bagi hasil sesuai kesepakatan antara PlHAK PERTAMJ\ cJcngJn

PlHAK KEDUA, yaitu imbalan bagi hasil setiap bulan sebesar ........... %

( .................... persen) dari laba sebelum bunga dan pajak (earning before 

interest and tax) per bulan menurun berdasarkan sisa jumlah pcmbiayaan.

Laba usaha sebagaiman dimaksud diatas adalah laba us,1ha yang dipc,olch

dari pendapatan aktivitas usaha baik sebelum dan sesudah pembiayJan. 

b. Ketentuan imbalan jasa bagi hasil seperti tersebut pada ayat 1 huruf ;i p.1�11

ini dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali dcngan pcrsetuJuan

tertulis dari PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA. 

2. Laba usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, dipcrt1,tunCJk,111 cl,rn 

laporan keuangan PIHAK KEDUA scsuai prinsip - prinsip akuntan�i lndon, .. ,,.1

yang berlaku secara umum dar, sesuoi dengan stand;ird y,1:iq cl1,,nu: 01.-t,

perusJhaJn modal ventura.

3. Penelapan besarnyJ jurilJh imbalar. jJSil ba(Ji h<1�il rncrup,1kan b.l<J 1 ,1n c!,H1 11,1,

masing-masing pihak, dimana untuk setiap periode bagi hJs1I Jkiln d1tentuk,111

dan disepakati oleh kedua pihak bcrdasJrkan lilporan kc11a 1 1CJ,1n y,11111 .,�.111

diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA scbacp 1ni.1n;1 !1 1111,1�·.1•1

dalJm pasal 11 perjanjian. ·

4. Dalam ha! laporiln keuangan schagaimana dimaksucl clal,1m p,1•,,11 I I tl'il.11nti.1t

iltau tic.JJk cJiscral1kan olch PIHJ\K KEDUJ\, !><!htn(J(Jil µeit11tu11q,111 1111IJ.1l,t1l J,1·-1

bilgi hilsil tidak dilpat dilJkttkJn ,1tau d1tctaµk;111 oleh kcdua l>cl.111 p,t1.1�. ,11,111

4 •'i\�·,�"".�"'�_:'n:;- .. 

• 
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lapc,ran keuangan yang diserahk3n oleh PIHAK KEDUA kepada pihak PERTAMA 
ternyata memuat keterangan - keterangan atau pernyataan-pernyataan yang 
secara materiil tidak dapat dibenarkan sehingga tidak dapat diterima oleh PIHAK 
PERTAMA sebagai dasar perhitun':)�n Imbalan Jasa eagi H3sil untuk satu atau 
lebih periode bagi hasil, maka dalam hal demikian para pihak sepakat untuk 
menetapkan sementara Imbalan Bagi Hasil untuk periode bagi hasil yang 
bersangkutan sebesar ....... % ( ............. persen) per tahun dari outstanding 
pembiayaan PIHAK PERTAMA, satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa 
laporan keuangan untuk periode bagi hasil yang bersangkutan tetap harus 
diserahkan oleh PlHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan/atau mendapat 
persetujuan dari PlHAK PERTAMA. 

5. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kewajiban pembayaran imbalan jasa kepada
PIHAi� PERTAMA seperti tersebut da!am ayat 1 pasal ini setiap bulan selambat­
lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya d,,r1 untuk pertama
kalinya pada bulan pertama sejak pencairan dana pertama kali dilakukan
demikian seterusnya berturut-turut sampai dilunasinya jumlah fasilitas dana
yang diberikan PIHAK PERTAMA keJ:Eda PIHAK KEDUA

6. Semua pembayaran Imbalan Jasa Bagi Hasil yang telah dibayar oleh oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 4
pasal ini akan diperhitungkan kembali dalam perhitungan Imbalan Jasa Bagi
Hasil yang seharusnya diperoleh (final) dan ditetapkan berdasarkan laporan
ke:.;:mgan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang demikian dilakukan
pada setiap ulang tahun pembiayaan. PIHAK PERTAMA.

7. Apabila sampai dengan akhir tahun pembiayaan PIHAK PERTAMA tidak dapat
memberikan laporan keuangan tidak memperoleh laporan persetujuan dari
PIHAK. PERTAMA maka dalam hal yang demikian kedua belah pihak setuju
menetapkan bagi hasil yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA sebagai bagi hasil final (akhir) untuk periode satu tahun pembiayaan
dan bilamana atas dasar perhitungan sebagaimana yang tersebut dalarn ayat 4
pasal ini terdapat kelebihan/kekurangan pembayaran imbalan jasa bagi hasil,
maka kelebihannya/kekurangannya itu wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMN
PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUNPERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari selclah pelaksanaan perhitungan.

8. Disamping pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, PIHAK
KEDUA berkewajiban pula membayar kepada PIHAK PERTAMA
a. Biaya provisi dan administrasi sebesar ......... % ( maksimum sebesar 2%) dari 

plafond· pembiayaan sebaga, penggantian biaya evaluasi proposal yang akan 
dibiayai. 

b. Biaya notaris sehubungan dengan pembiayaan diatas Rp .............. . 
c. Dimungkinkan penggunaan biaya Asuransi dengan nilai pertanggungan yang

disepakati oleh PIHAK PERTAMA diY1 PIHAK KEDUA.

4 
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• 
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9. Pembuyaran Jmbalan Bagi Hasil, biaya pe,1danaan, biaya adminic..ttras,, terscout
di atas wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui : - Rekening PIHAK Pi:RTAMA
yang ada pada Bank .......... Nomor rekening .............. a tau pada rekcning
lainnya yang sewaktu-waktu akan diberitahukan oleh PJHAK PERTAMA secara
tertulis kepada PIHAK KEDUA

Pasal6 

PEMBAYARAN POKOK FASILITAS DANA 

1. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh Jumlah Fasilitas Dana dengun

sempurna dan dengan cara sebagai berikut
a. Pengembalian dana dilakukan setiap ....... ( .............. ) bulan sekali dun untuk

pertama kalinya dilakukan p::ida bulan .............. sejak pencairan dana untuk

pertama kalinya dilakukan. 
b. Besarnya jumlah dana yang dikembalikan setiop ........ ( ............... ) bul .. u1

seperti diuraikan dalam daftar yang cibuat di bawah tangan bcrrrotcrui

cukup, yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan. dilekatkun pada

minit akte ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dcng,·in

perjanjian ini.
c. Pengembalian dana sebagaimana dimaksud cialam huruf b ayat 1 pus.:il Ini

dilakukan setiap akhir bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (scpuluh)

pada bulan berikutnya.

2. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang dun yanq

harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA bcrdus.Jrk,111

Perjanjian ini, termasuk pengembalian Jumlah Fasilitas Dana maupun

pembayaran-pembayaran lainnya yang masih terhutang, P!HAK KEDlJA

diwajibkan 
a. Menyisihkan sebagian dananya atau s;nking fund. Pengertian sinking fund

dalam hal ini adalah pengendapan sebagian dana usaha dulam runJk,1

pelunasan kewajiban terhadap PIHAK PERTAMA berdaSurkun waktu y,mCJ

ditentukan sejumlah proposional dari dcilan pokok yang disetor kc reker1111<J

atau diwujudkan dalam bentuk deposito berj,rngka puda su;:itu bank y.inq

disetuJui secara lertuli� oleh PlllAJ< PERTAMA. Munakala PIHAK KF.DlJ,\

<.Ji<Jal;:im memenuhi kcw:ijiban pembayaran kembali scgal;:i scsuatu y,111q

harus d1bayar berdasarkan Perjanji;:ir. ini, term;:isuk seluruh JtiHJ �,•.-1 J11ml,1h

Fasilitas Dana biaya-biaya dan Imbalan Jasa menurut jangk;:i waktu y.inq

telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA bc1h,1k d,111

dengan ini pula telah diberi kuaSd yang tidak dap;:it dicabut kcmti.111 11.,n

merupakan bagian yang tidak dupat terpiSilhkan deng<1n n"rjan11.111 1111 old1

PIHAK PERTAMA untuk mencairkan deposito Bcrj;:ingka ter�d>ut '1 1111•1

pelunasan jumlah yang terhutang oleh P!HAK KEDUA l<.eµ.id.i i' ii I,\"

PERTAMA 
b. Membuka suatu rekening bersama Uoint account) alas nama l'lttM Kt I >1 I,\

pada suiltu bank yang disetujui olch PIHAK PERTAMA CJlllhl 1111•11,11111>•""'

-

semua pembayaran yang diperoleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan 
perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua pembayaran pada 
PIHAK PER rAMA ma4>un dari penjualan hasil produksi PIHAK KEDUA. 
Manakala PIHAK KEDUA lalai didalam memenuhi kewajiban pembayaran 
kembali jumlah yang yang terhutang dan yang harus dibayar berdasarkan 
Perjanjian ini, termasuk Jumlah Fasilitas dan Imbalan Jasa menurut jangka 
waktu yang telah ditetapkan, maka dalam hal demikian PIHAK PERTAMA 
berhak dan dengan ini pula telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut 
kembali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini oleh 
PI�AK KEDUA untuk mencairkan dana dalam rekening bersama tersebut guna 
pelunasan juml.:h yang terhutang oleh PIHAK KEDUA. 

3. P!HAK KEDUA dengan ini menyatakan setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak akan
menarik atau dengan cara bagaimanapun mencairkan jumlah dana dari deposito
(sinking fund) yang dimaksud tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA.

4. P!HAK PERTAMA berhak menetapkan jumlah dana tertentu yang wajib dibayar
kembali oli:-!J PIHAK KEDUA pada waktu tertentu yang senantiasa akan terbukti
dari :
a. Catatan Kartu Investasi yang dikeluarkan oleh PIHAK .. PERTAMA 
b. Surat Perjanjian Pembiayaan termasuk perubahan-perubahannya
c. Surat Bukti lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

5. P!HAK KEDUA dengan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat membayar
lebih dahulu seluruh atau sebahagian dari Jumlah Fasilitas Dana ataupun Jumlah
Dana yang terhutang, meskipun jangka waktu yang disebutkan dalam pasaJ 3
ayat 1 perjanjian ini belum berakhir, dengan ketentuan :
a. Pembayaran lebih dahulu atas Jumlah Fasilitas Dana hanya dapat dilakukan

setelah 1 (satu) tahun berlangsungnya Perjanjian ini.
b. PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pembayaran kembali lebih

dahulu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kaIender sebelum pembayaran
lebih dahulu dilakukan secara tertulis.

c. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran lebih dahulu
sepenuhnya ditanggung dan harus dibayar c!ch PIHAK KEDUA

6. Pcmbayaran kembali jumlah Fasilitas Dana wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA
melalui rekening PIHAK PERT AMA yang ada pada Bank .......... r.omor rekening 
............. atau pada suatu rekening lainnya yang sewaktu-w;:iktu akan 
diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA seca0 tertulis kepada P!HAK KFDUA. 

Pasal 7 
SYARAT- SYARAT PENARIKAN DANA

P!HAK PERTAMA hanya bcrkewajiban untuk menyediakan dan memberikan 
fasilitas dana yang dimaksud bilamana PIHAK KEDUA telah memenuhi seluruh 
persyaratan yang ditctapkan dalam Pcrjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas 
pada: 

(, 

� 

" 
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1. Setiap kali PIHAK KEDUA akan menarik suatu jumlah dana dari rasilitas d.:ina 
yang disediakan PIHAK PERTAMA tersebut, PIHAK KEDUA menyampaikan
��pada PIHAK PERTAMA surat permohonan secara resmi pada alamat y,mg 
ditentukan pada pasal 19 ayat 3 Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima)
hari kerja sebelum tanggal penarikan dana yang dimaksud.

2. PIHAK PERTAMA telah menerima semua surat-surat izin-izin persetujuJn­
persetujuan dari yang berwenang serta dokumen-dokumen lainnya y.:ing
diperlukan termasuk
a. Rencana anggaran pengeluaran bulanan disert'li lapora,, h.:isil nPnjuJl,rn

bulan sebelumnya dan laporan hasil produksi.
b. Persetujuan tertulis dari kreditur PIHAK KEDUA atas penyertaan PIHAK 

PERTAMA berdasarkan perjanjian ini. 
c. Do�vmen-doi<umen jaminan yang telah c!itandatangani secara s.1h 

sebagaimana Jimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini. 
d. Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA, berikut dengan segenap

perubahannya.
e. Surat-surat bukti pemilikan aktiva tetap.
f. Izin-izin yang dimiliki PIHAK KEDUA (Izin usaha, HO, Tanda Dart.Jr

Perusahaan, Keterangan Domisili, Surat Izin Terr-pat Usaha dan lain-1.:iin)
g. La po ran keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi per ..... 
h. Bukti pembukaan joint account 
i. Posisi, hutang, stock dan piutang PIHAK KEDL.A per ......... . 
j. Bukti pembukaan joint account 

3. PIHAK PERTAMA telah menerima hJsil yang memuaskan mcnurut 
pertimbangan PIHAK PERTAMA at.as pemeriksaan at.as PIHAK KEDUA yang di 
lakukan berdasarkan prosedur standar sebagaimana yang berlaku pad.:i 
PIHAK PERTAMA. 

4. PIHAK KEDUA telah memenuhi semua jaminan-jaminan, janji, pcrnyat;ian­
pernyataan serta kesanggupan-kesanggupan yang ditetapkan d.:ilam
Perjanjian ini.

5. PIHAK PERTAMA telah memperoleh jaminan yang cukup mcnurut 
pertimbangan PIHAK PERTAMA sendri. 

6. Tidak terdapat hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut pcrtirnb,m<J,111 
PIHAK PERTAMA dapat mempunyai rcng;iruh bur11k JtJu mcrug1k,111 
terhadap fctsilitas dana y.:ing akan diberikan olch PIHAK PERTAMA kcp,1cl.1
PIHAK KEDUA. 

7. Telah diperolehnya persetujuan dari kreditur PiHAK KEDUA

1. 

Pasal8 
SISTEM PEMBUKUAN 

PIHAK KEDUA harus mengadakan suatu sistcm pcmbuku.:in, l>.11k untuk 
general accounting maupun cost accounting, sehingga memun9lonk,111 
adanya internal control yang baik, memudahkan pcl.:iks.1n.1an audit <1,111 
merupakan alat yang baik bagi management untuk pcngaw;isan 111,111p1111 

untuk perencanaan. 

7 
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2. Sedikitnya pada setiap aknir tahun buku harus dibuat neraca dan 
perhitungan laba/rugi, berikut laporan keuangan lainnya dan harus diperiksa
oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat yang
dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan harus telah diserahkan oleh PIHAK

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah berakhirnya tahun buku berjalan. 

3. Seluruh aktivitas keuangan hurus melalui rekening seperti yang tersebut
dalam pasal 2 ayat 3 huruf b diatas. 

Pasal9 

PENuAMPINGAN DAN PENGAWASJ\N 

1. Selama ber!angsungnya Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA at.au penerima
kuasanya yang ditu11juk secara sah dan dengan ini telah diberi kuasa oleh
PIHAK KEDUA UN11JK mengadakan pengawasan, pembinaan dan
pendampingan (bilamana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) l!:!rhadap
PIHAK KEDUA, yang meliputi namun tidak terbatas pada segi keuangan,
manajemen, perizinan, pengelolaan sumber daya manusia, proyeksi serta
resiko lain yang disepakati kedua belah pihak. 

2. PIHAK PERTAMA berhak dan untuk itu telah diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA
untuk men.:::mpatkan seorang atau lebih karyawan dalam perusahaan PIHAK
KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, J..i 1ususnya karyawan yang
akan menempc1ti bagian keuangan (finance) atau bidang-bidang lainnya
yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

3. Dalam hal karena sebab apapun juga menurut pertimbangan PIHAK
PERTAMA, usaha PIHAK KEDUA merosot demikian rupa, maka tanpa untuk
itu diperlukan lagi suatu tindakan hukum berupa apapun juga, PIHAK
KEDUA wajib menyerahkan sepenuhnya pengelolaan usaha (manajemen)
perusahaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sampai suatu jangka
waktu yang dianggap tepat oleh PIHAK PERTA"IA. 
Pengaturan lebih lanjut (bilamana dianggap perlu) mengenai penyerahan
pengelolaan usaha (manajemen) akan dituangkan dalam suatu perjanjian
tersendiri yang dibuat secara tertulis. 

4. PIHAK KEC'UA WJJib memberi fasililas sepenuhnyJ kepada PIHAK PE�TAt-lA
atau pcnerima kuas;:inya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan
pcrncriksJJn scbagaimana tcrmaksud dJlJm ayat 1, 2 dan 3 pasal ini,
termasuk pernberian informasi-informasi yang benar, ba1k mengenai PIHAK
KEDUA senciri maupun para krediturnya Uika ada).

Pc1sc1110 

PEMERIKSAAN ''" 

1. PIHAK PERTAMA illilu pcnerima kuaSJnya yang clitunjuk secara sah berhak
clan dcngan ini tclilh diberi kuasa olch PIHAK KEDUA untuk mengadakan
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pernerik.saan (bilarnana dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA) terhadap

PIHAK KEDUA, yang rneliputi narnun tidak terbatas pada segi keuangan, 

rnanajernen, perizinan, pengelolaan, surnber daya rnanusia, proyeksi serta

resiko lain yang disepakati kedua belah pihak. 

2. PIHAK KEDUA wajib rnernbantu sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA atau

penerirna kuasanya yang ditunjuk secara sah dalam pelaksanaan pemeriksaan

sebagaimana dirnaksud dalarn ayat 1 pasal ini, terrnasuk pemberian 

informasi-informasi yang benar, baik mengenai PIHAK KEDUA sendiri maupun

para krediturnya Uika ada). 

3. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pemeriksaan tersebut akan 

ditanggung oleh PIHAK KEDUA. 

Pasal11 

P ELAPOR AN

1. PIHAK KEDUA wajib rnenyerahkan laporan keuangan aliran kas (cash now)

dan laporan produksi/penjualan kepada P1HAK PERTAMA. 

2. Laporan-laporan tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan dijadikan sebagai dasar 

perhitungan irnbalan bagi hasil seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 1 di

atas. 
3. Pelaporan seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini wajib diserahkan kepada

PIHAK PERTAMA secara berkala sedikitnya setiap 1 (satu) bulan sekali,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya bulan berjalan 

(kecuali dipandang perlu dapat dilaporkan kurang dari waktu tersebut). 

Pasal12 

JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran kembali seluruh jurniah yang terhutang dan yang

harus dibayar oleh PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini, termasuk namun

tidak terbatas pada pembayaran kembali Jurnlah Fasilitas Dana oleh PIHAK

PERTAMA. PIHAK KEDUA dengan ini untuk digunakan pada waktunyJ 

rncmberi jarninan kepada PIHAK F£RTAMA berupa 

(l. 

b. 

2. Selama
KEDUA 

iangka waktu pembiayaan PIHAK PERTAMA berlangsung D!hAK

diwajibkan menutup asuransi jiwa atJS 

narna ......................... , .... 
d_engan nilai pertanggungan sct>c<.1r 

3. 
Rp ....................... . 

Apabila pertanggungan itu telah dilaksanakan atas narna P!HN< KEDUA,

PIHAK PERTAMA dkuasakan untuk rnengajukan perubahan at.as polls Jsuran9

yang berkenaan terrnasuk juga rnernperpanjang berlakunya atas t>cbJn

P!HAK KEDUA, Jgar supaya PIHAK PEP.TAMA rnernpunyal hak rncnag1h cl.in

menerima uang pertanggungan. 

') 

J 

Pasal13 
KESANGGUPAN 

1. PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk me!aksanakan
penatauSohaan semua administrasi dan penyediaan tenaga star yang 
diperlukan sehubungan dengan pengembangan perusahaan PIHAK KEDUA,
termasuk tenaga pembukuan yang cakap.

2. PIHAK KEDUA sanggup menanggung semua biaya termasuk pajak-pajak yang 
terr. .. �ar.g dan yang timbul serta wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA selama 
berlangsungnya Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada semua
biaya serta pajak-pajak yang terhutang sehubungan dengan penatausahaan 
adm inistrasi dan penyediaan staf dalam rangka pengembangan perusahaan 
PIHAK KEDUA

3. PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggung jawab sept::nuhnya untuk 
mengembalikan dan membayar semua kewajibannya yang timbul
berdasarkan Perjanjian 1n1, termasuk namun tidal< terbatas pada
pengembalian Jumlah Fasllitas Dana, seluruh atau sisa imbalan jasa yang 
terhutang biaya administrasi yang masih terhutang kepada PIHAI< PERTAMA
sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

4. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk mengurus
perolehan semua izin-izin yang diperlukan dari instansi yang terkait guna
terselenggaranya usaha dengan baik.

5. PIHAK KEDUA sanggup dan karenanya mengikat diri untuk tunduk dan
melaksanakan semua ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan yang 
berlaku pada PIHAK PERTAMA mengenai pemberian fasilit.as dana, baik yang
saat ini telah ada maupun yang dikemudian hari dinyatakan berlaku, sejauh
ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak
bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan yang bersifat
mengikat ataupun suatu prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14 

PERNYATAAN-PERNYATAAN 

l. P!HAK KECUA dengan ini mPnyatakan rJc1n rr.en;arnin PJHAK PERTAMA
lentan<J kebenaran-kebenaran hal-hal xbagai berikut :
a. Bahwa dcngan dibuatnya Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang 

dibuat sehubungan dengan Perjanjian, PIHAK PERTAMA tidak akan 
mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan 
apapun juga ba ik dari ahli waris persero, para penerima haknya maupun
dari pihak lain.

b. Bahwa PIHAK KEDUA, pesero aktif maupun pesero komanditernya atau 
pihak yang mewakilinya bcrhak sepenuhnya untuk membuat dan 
menandatangani Perjanjian ini. 

c. Bahwa untuk dibuat dan dilaksanakannya Perjanjian ini tidak diperlukan
atau dipersyaratkan dipenuhinya persetujuan lain selain dari yang secara
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tegas disebutkan dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas

pada para kreditur PIHAK KEDUA. 

d. Bahwa keadaan keuangan dan jalannya 1csaha PIHAK KEDUA telah

digambarkan secara nyata dan tidak menyesatkan sebagaimana

tercermin dari laporan keuangan yang akan diserahkan kepada PIHAK

PERTAMA dan tidak ada hal-hal lain yang belum diungkapkan dalam

laporan keuangan tersebut yang bisa mempengaruhi pemeriksaan yang

nantinya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan

pemberian fasi!:t::'.; dana tersebut. 

e. Bahwa Perjanjian ini tidak akan bertentangan dengan ketentuan-

keter.tuan dari perjanjian-perjanjian lain yang mungkin telah dibuat olch

PIHAK KEDUA rengan pihak lain. 

f. Bahwa hingga saat ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak

mempunyai sesuatu hutang dalam bentuk apapun kepada pihak 1ain,

kecuali secara tegas dan tertulis telah diberitahukan terlebih dahulu olch

PJHAK KEDUA kep;lda PIHAK PERTAMA sebelum penandc1t.anganan

Perjanjian ini. 

g. Bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak akan

membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian, pernyataan 

pernyataan atau kesanggupan-kesanggupan dengan pihak lain yc1ng 

sekiranya dapat mempengaruhi dan membahayakan kekayaan dan

\o�adaan keuangan PJHAK KEDUA dan keberadaan Perjanjian ini. 

2. Bilamana terdapat hal-hal at.au Jaminan-jaminan at.au keterangan-keterangJn

serta dokumen-dokumen yang tidak benar yang diberikan oleh PIHAK KEDUA

dalam Perjanjian ini dan/atau bilamana ada gugatan/tuntutan dari pihak

manapun sehubungan dengan dibuat, ditandatangani dan dilaksanakannya

perjanjian ini maka PIHAK KEDUA dengan ini berjanji untuk 

a. Melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari gugatar.,'tuntutan

tersebut 

b. Akan menanggung sendiri gugat.,n/tuntutan tersebut.

c. Atas perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA membayar kepada P!HAK 

PERTAMA segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA scbJCJJi

akibat adanya gugatan/tuntutan tersebut. 

Pasal 15 

PEMBATASAN - PEMBATASAN 

Para pesero aktif dan komanditer P!HAK KEDUA tidak berhak melakukJn hJl·h.-11

berikut dibawah ini tanpa sepengetahuan dan seizin dengan persetujuan tcrtu\i•; d,111

a. Melakukan \ikuidasi atau pcmbubaran atau tindakan·tindakan yang 1ncn1uru•;
PIHAK PERTAMA yaitu: 

pada kepailit,in. 

b. McndJpJt�.Jn f;:isilitJ:; pcn:biJyaJn dJIJm bcntuk JpJpun dJri :;u;:itu 1c111li,1(j,l 

atau inslit11<;i apapun yang rnenimbulkJn kewajiban dan atau nw11J,1<hk.-111

dijarninkannya sebagiJn atilu scrnua hJrtil kekayaan PIHAK KEDL.YI.

11 

_J 

C. 

-

Melakukan pembayaran atau pemenuhan kepada pihak ketiga yang 
menimbulkan gangguan terhadap jadwal pengembalian kewajiban kepada 

PIHAK PERTAMA. 
d. Menjaminkan, menggadaikan, menjual, menyewakan atau dengan cara lain

mempf:rtanggungkan harta kekayaannya pihak ketiga.
e. Membagikan keuntungan usaha baik sementara (interim) maupun final.
f. Mengubah anggaran dasar, susunan �sero dan pengurus.

Pasal 16 

KELALAIAN 

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan ;ituran-aturan yang ditetapkan dalam 
Perjanjian ini seluruh atau sisa Jun,iah Fasrntas Dana yang terhutang oleh PIHAK 
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat ditagih oleri'-P!HAK PERTAMA dan karenanya 
PIHAK KEDUA wajib membayar lunas seluruh atau sisanya dengan seketika dan 
sekaligus seluruhnya walaupun saat pelunasan Jumlah Fasilitas Dana sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 3 diatas belum berakhir bila 
1. PIHAK KEDUA lalai untuk membayar sesuatu jurnlah uang yang wajib dibayarnya 

menurut ketentuan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA menerima pernyataan, surat keterangan atau dokumen­

dokumen lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, pemberi jaminan atau 
penjamin kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Perjanjian ini ternyata 
tidak mempunyai kebenaran dalam artl materil.

3. PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan ;it.Ju Penjamin mengajukan ketetapan atau
memperoleh ketetapan sebagai dinyatakan dalam keadan pailit, atau ditaruh di 
bawah pengampunan - onder curatele gesteld" atau memperoleh penundaan 
pembayaran dari pengadilan, baik bersifat sementara rnaupun pasti (tetap) -
surseance van betaling", atau karena alasan apapun juga tidak lagi berhak
mengurus dan :nenguasai harta kekayaannya.

4. Surat Izin atau \isensi atau persetujuan yang dikeluarkan/diberikan oleh
instansi/pihak yang berwenang kepada PIHAK KEDUA, Pemberi Jaminan atau
Penjamin untuk menjalankan usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
sehingga PIHAK KEDUA, pemberi Jaminan atau Penjamin sudah tidak dapat lagi
menjalankan usahanya secara sah.

5. Harta benda PIHAK KEDUA, Pembcri Jaminar, atau Penja�in disita bJik
sebahagian n1aupun seluruhnya oleh pengadilan atau pihak manapun juga.

6. PIHAK KEDUA mengadakan pengubahan anggaran dasar, susunan pengurus
tanpa persetujuan tertulis sebe!umnya dari PIHAK PERTAMA. 

7. PIHAK Kfl)IJA tidak memenuhi salah satu saja dari ketentuan atau syarat-syarat
dari Perj;injian ini.
Persyaratan mengenai surat tegoran juru sita atau surat-surat lainnya yang
serupa dengan itu, demikian pula keuntungan·keuntungan yang diperoleh
bcrdasarkan ketentuan dalam pasal 1266-1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Indonesia dengan ini dilepaskan oleh PIHAK KEDUA, sehingga
keputusan, ketetapan ataupun izin atau kuasa dari pengadilan tidaklah
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diperiukan lagi didalam hal terjadinya kejadian-kejadian sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam ayat diatas. 

Pasal 17 

HAK UNTUK MENINJAU KEM MU 

Tiada satupun ketentuan dalam Perjanjian ini ataupun perjanjian-perjanjian 
lainnya yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini yang dapat mengurangi 
hak PIHAK PERTAMA untuk meninjau kembali secara berkala dan/atau men;arik 
kembali atau membatalkan Jumlah Fasilitas Dana yang akan atau telah 
diserahkan berdasarkan Perjanjian ini, yakni didalam hal terjadi perubahdn dalam 
jumlah dana dari PIHAK PERTAMA yang disediakan untuk mana perjanjian 
pembiayaan ini diadakan ataupun jikalau dikemudian hi!ri terdapat kejadian­
kejadian yang menurut pertimbangan PIHAK KRTAMA akan dapat 
membahayakan Jumlah Fasilitas Dana tersebut. 

Pasal 18 

KET ENT UAN LAIN 

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan
diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tigapuluh) hari dan hasilnya
akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian
ini.

2. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun
berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam
Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

3. Setiap surat dan/atau pemberitahuannya yang berhubungan dengan
Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepda pihak lain
melalui facsimil, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan serara
langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan ldnda
penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut, ke.:uali pihak
tersebut rneml.Jerikan alamat lainnyJ dengJn pcmberitahuan tPrtulis terlebih
dahulu selambat-lambatnya ......... ( ..................... ) hari kalerider scbelumnyJ. 

a. PT. PNM TEOiNO VENTURE
Alamat 
Telepon 
Fax

b. OJ ........................... / Koperasi 
Alamat : Jin. 
Telepon 
Facsimile 

l.l 

• 

Pasal 19 
DOMIS ILI 

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak
sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di 
Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri .................. di 

Demikian akte ini dibuat dan ditandatangani, oleh kedua be/ah pihak
pada hari ini dan tanggal seperti disebut diawal akte ini dengan
notaris ....................................... seba-:;Ji saksi. 

PiriAK PERTAMA
PT. PNM TECH NO

VENTURE 

PIHAK KEOUA
Koperasi ····················-········· 

( ................................... ) L ...... K�t·��· ........ J 
{ ............ ............ .. J1:endahara 

SAKSI 

! ······-······-···················J
Notaris 

1-l 
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PERKEMBANGAN USAHA KUKM-PPU 

Lampiran 10 
Form Laporon Periodu Jun, don Desfrmbu, 

PENERIMA DANA MAP MELALUI PT.PN M.TECHNO VENTURE 
NAMA 
PROPINSI 
PLAFONO PENYALURAN 
TANGGAL PENCAIRAN 

NO NAMA PPU 

, 2 

i<ererarr;;an 
I Yang Lalu 
11 Saar Laporan 

ALAMAT 

3 

BIDANG USAHA PLAFOND KONOISI USAHA 
MANAJEMEN PEMASARAN 

4 5 6 7 

KONDISI KEUANGAN 
ASSET OMZET PROFIT KETERANGAN 

II I II I II 
g 9 10 ,, 

I 

Prospok / Permasalahan : __________________________________________________ _ 

( ... 

Mengelahu, 
Oireklur Ula ma 

Yang melaporl<an 
Direklur Operas,onal / lnvesras, 

•




